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Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk merahasiakan akta
yang dibuatnya. Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu
kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga
Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu
kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan
atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh
Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan
kewajiban ingkar tersebut.
Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah: 1) Bagaimana
pengaturan kewajiban merahasiakan akta yang diperbuat oleh atau di hadapan Notaris
ketika akta tersebut diduga mengandung tindak pelanggaran hukum, 2) Bagaimana
perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan kewajiban ingkar dalam
menjalankan jabatannya, dan 3) Bagaimana hambatan Notaris dalam menjalankan
tanggung jawabnya berkaitan dengan kewajiban ingkar dalam perkara pelanggaran
hukum.
Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan suatu “penelitian yang
menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum
baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di
lapangan”. Pendekatan yang digunakan yaitu adalah pendekatan undang-undang
(statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
Dari hasil penelitian diketahui dapat disimpulkan bahwa Notaris harus
merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan
notaris dengan mengacu kepada (Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e
UUJN) serta peraturan lainnya. Perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan
dengan kewajiban ingkar diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yaitu dengan
memberikan kewenangan kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan
persetujuan atau penolakan terhadap pihak penyidik atau jaksa dalam pemeriksaaan
notaris. Dan Hambatan Notaris dalam menjalankan kewajiban ingkar adalah
kurangnya pengetahuan notaris akan kewajiban ingkar, Notaris merasa terintimdasi
oleh penyidik dan kurangnya perlindungan dari Majelis Kehormatan Notaris.
ii
Disarankan dalam rangka perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang
terlibat dalam proses peradilan pidana hendaknya menghormati hak ingkar Notaris
yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan Notaris. Para notaris
disarankan untuk selalu mengikuti seminar atau sosialisasi hak dan kewajiban ingkar
notaris ini sehingga mereka mengetahui dan memahaminya dengan baik sehingga
keontentikan akta yang dibuat dapat dirahasiakan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kewajiban Ingkar Notaris, UU Nomor 2 Tahun
2014
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap
warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan
hukum diperlukan alat bukti tertulis yang bersifat auntentik mengenai
perbuatan, penetapan dan  peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau
oleh pejabat yang berwenang. Yang dimaksud pejabat yang berwenang
dalam hal ini adalah Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi
dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat.
Dalam perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, memberikan
pengertian bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang - undang
lainnya”.1 Artinya bahwa akta Notaris itu berkaitan secara langsung dengan
nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji-janji yang telah dinyatakan
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  Pasal 1 angka 1
2dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus disampaikan oleh para
pihak.
Pengaturan tentang jabatan Notaris telah dimulai diatur dengan
reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3)2, pada tahun 2004
diundangkanlah undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris. Pengaturan Jabatan  Notaris lebih disempurnakan lagi dengan
adanya undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris, yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
Dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang baik bagi
masyarakat maupun bagi Notaris itu sendiri. Kedudukan seorang Notaris
sebagai suatu fungsional dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan
masih disegani. Tan Thong Kie mengatakan bahwa “Seorang Notaris
biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat
memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis
2Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3 ) merupakan peraturan
pembaharuan mengenai jabatan Notaris di Indonesia pada zaman Hindia-Belanda, peraturan
ini merupakan pengganti dari Instructie voor de Notarissen Residerende in Ambit in
Nederlands Indie.
3serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen
yang kuat dalam suatu proses hukum”.3
Keberadaan lembaga Notaris hadir di Indonesia untuk mewujudkan
kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat
dalam wilayah hukum privat (perdata), Negara menempatkan Notaris sebagai
pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik, untuk
kepentingan pembuktian atau alat bukti.
Mengutip pendapat R. Tresna yang mengatakan bahwa, “Pada
umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat
keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar
dari suatu hak atau suatu perjanjian. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa akta itu ialah suatu tulisan yang menyatakan sesuatu perbuatan
hukum”.4 Sedangkan menurut H. Salim bahwa “Notaris harus dapat
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris
melalui akta yang dibuatnya”.5 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta
notaris merupakan akta autentik yang berkekuatan hukum yang memiliki
kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (volledig bewijs)
3 Tan Thong Kie, 2011, Studi Notaris dan Serba-serbi Praktek Notaris, Cetakan
Kedua, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Hal. 444
4R. Tresna, 1993, Komentar HIR, Jakarta :  Pradnya Paramita, Hal.142
5H. Salim HS. dan H. Abdullah, 2007, Perancangan Kontrak dan MOU, Jakarta :
Sinar Grafika, Hal.101-102
4yang tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat
karenanya.6
Akta yang dibuat oleh (door) Notaris dalam praktik Notaris disebut akta
relaas atau akta berita acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat
dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan
atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta
Notaris. Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris, dalam praktik
Notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan
para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan Notaris. Para
pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam
bentuk akta Notaris.7
Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 bahwa
setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau
penutup akta. Pembuatan suatu akta merupakan kepentingan dari para
pihak. Isi dari akta (badan akta) adalah keinginan dan tanggung jawab para
pihak sedangkan Notaris hanya bertanggung jawab pada bagian kepala akta
dan akhir akta. Untuk mengetahui tanggung jawab seorang Notaris terhadap
akta yang dibuatnya maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah
kesalahan terletak pada badan akta atau pada awal dan akhir akta.
6A.A. Andi Prajitno, 2010, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, Cetakan Pertama,
Surabaya:  Putra Media Nusantara, Hal.51
7Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung :  PT. Refika Aditama, Hal.128
5Pada saat seorang Notaris disumpah atau mengucapkan janji
(berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris, hal ini mengandung
makna bahwa:
1. Secara vertikal Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan,
karena sumpah atau janji yang kita ucapkan berdasarkan agama
masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang
dilakukan akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk
yang dikehendaki Tuhan;
2. Secara vertikal kepada negara dan masyarakat, artinya Negara
telah memberi kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan
sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata, yaitu dalam
pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah
percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke
dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu
menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang
diberikan di hadapan Notaris.8
Dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji Notaris
ditegaskan “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya…”, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e
UUJN, bahwa Notaris berkewajiban – “merahasiakan segala sesuatu
mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna
pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang
menentukan lain”.
Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan
yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh
8 Dr. Habib Adjie, 2015, Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Undang-undang tentang
Jabatan Notaris (UUJN), diakses tanggal 7 Februari 2018
(http://www.indonesianotarycommunity.com)
6undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan
keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan
demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan
Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang
diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.
Bahwa instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah
satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN,
sehingga Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris.
Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang
dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak
dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang
memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.
Pemerintah berpendapat setiap proses peradilan yang membutuhkan
pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum harus melalui persetujuan
Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait akta (protokol notaris) yang
dibuatnya. Meski demikian, notaris karena jabatannya memiliki hak ingkar
(verschoningrecht), kewajiban ingkar (verschoningsplicht), dan kewajiban
memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya.9
Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang mengatur MPD –
beranggotakan 3 unsur pemerintah, 3 organisasi notaris, dan 3 akademisi-
9Anonim, 2012, “Miliki Hak Ingkar, Notaris Wajib Rahasiakan Isi Akta”, diakses
tanggal 7 Februari 2017, (http://www.hukumonline.com)
7berfungsi mengawasi pelaksanaan kode etik jabatan notaris yang
wewenangnya menerima laporan dan menyelenggarakan sidang terkait
dugaan pelanggaran kode etik jabatan notaris. Dengan demikian kedudukan
Majelis Pengawas sebagai penilai apakah permintaan yang disampaikan
seseorang atau penyidik, penuntut umum, hakim untuk mengambil minuta
akta atau memanggil notaris dapat disetujui atau tidak.10
Notaris sebagai salah satu perangkat hukum, memiliki hak ingkar
sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah
jabatannya untuk tidak memberikan isi aktanya, namun di sisi lain Notaris
harus berdiri pada kepentingan Negara yang mana mengacu pada
kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan
sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin
kepastian hukum. Namun, Notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban
merahasiakan isi akta harus memperoleh perlindungan hukum manakala
Notaris yang bersangkutan harus membuka isi akta yang dibuatnya kepada
lembaga yang berwenang sesuai dengan kapasitasnya.
Notaris memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga rahasia
jabatannya terkait dengan isi aktanya dalam hal pemeriksaan terhadap
Notaris tersebut pada tahap penyidikan hingga tahap pengadilan dalam
perkara pidana.
10 Ibid.
8Dari uraian tersebut di atas maka dilakukan penelitian lebih lanjut
untuk meneliti permasalahan lebih lanjut dalam tesis yang berjudul:
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN
KEWAJIBAN INGKAR DALAM PROSES HUKUM MENURUT UU NOMOR 2
TAHUN 2014 PERUBAHAN UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS”.
B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang akan
dijadikan bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dengan adanya kewajiban ingkar, maka Notaris dibebaskan dari
kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu
perkara perlanggaran hukum.
2. Pengaturan tentang pelaksanaan kewajiban ingkar Notaris dilindungi
UU Nomor 2 Tahun 2014 perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004.
3. Dalam melaksanakan kewajiban ingkar Notaris tentunya terdapat
kendala-kendala pelaksanaannya sehubungan dengan kewajiban
merahasiakan isi akta notaris.
C. Perumusan Masalah
Dilihat dari latar belakang penulisan penelitian ini, maka adapun
masalah-masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:
91. Bagaimana pengaturan kewajiban merahasiakan akta yang diperbuat
oleh atau di hadapan Notaris ketika akta tersebut diduga
mengandung tindak pelanggaran hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan
kewajiban ingkar dalam menjalankan jabatannya?
3. Bagaimana hambatan Notaris dalam menjalankan tanggung
jawabnya berkaitan dengan kewajiban ingkar dalam perkara hukum?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mendapatkan
gambaran dari perumusan masalah sehingga dapat memberikan penjelasan
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaturan kewajiban merahasiakan akta yang
diperbuat oleh atau di hadapan Notaris ketika akta tersebut diduga
mengandung tindak pelanggaran hukum.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan
dengan kewajiban ingkar dalam menjalankan jabatannya.
3. Untuk mengetahui hambatan Notaris dalam menjalankan tanggung
jawabnya berkaitan dengan kewajiban ingkar dalam perkara hukum.
E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut:
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1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan
bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang
kenotariatan serta menambah khasanah perpustakaan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pegangan dan
rujukan dalam mempelajari tentang hak notaris yang melekat pada
tugas dan jabatannya, khususnya bagi para notaris, demikian juga
bagi para akademisi, pengacara, mahasiswa dan masyarakat
umum.
F. Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik
terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang
dilakukan khususnya pada Program Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, belum ada penelitian
yang menyangkut masalah “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam
Mejalankan Kewajiban Ingkar Dalam Proses Hukum Menurut UU Nomor 2
Tahun 2014 Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”.
G. Kerangka Teori dan Konsep
1. Kerangka Teori
a. Notaris sebagai pejabat publik
Jabatan notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum
dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang
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membutuhkan alat bukti tertulis ang bersifat autentik mengenai keadaan,
peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan demikian mereka yang
diangkat menjadi Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani
masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat  yeng telah
merasa dilayani oleh Notaris sesuai tugas jabatannya, dapat memberikan
honorarium.
Notaris sebagai pejabat publik mempunyai karakteristik sebagai
berikut:
1) Sebagai Jabatan
Undang-undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang
pengaturan Jabatan Notaris. Artinya UUJN adalah satu-satunya aturan
hukum  dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai
Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala sesuatu hal yang
berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada UUJN.
Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh
Negara11 yang menempatkan Notaris sebagai Jabatan dan merupakan
suatu bidang pekerjaan yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk
keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat
berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
2) Notaris mempunyai kewenangan tertentu
11Habib Adjie, 2005, “Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi
Hukum Pengaturan Notaris”, Renvoi, Nomor 28 Thn. III, 3 September, Hal. 38
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Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi
aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan
baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Oleh
karenanya jika Notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang
yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang
melanggar wewenang.
Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3)
UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah
membuat akta, bukan pembuat surat, seperti surat kuasa
membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain,
seperti surat keterangan waris (SKW).
Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan
kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian
(ius constituendum). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika
Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan
maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka
produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau
tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable). Pihak atau meraka yang
merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut,
maka Notaris dapat digugat secara hukum ke pengadilan negeri.
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Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut
dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris,
maka ada 2 hal yang dapat disimpulkan, yaitu:
1) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan
keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan
memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2) Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna,12 sehingga tidak perlu dibuktikan
atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika orang/pihak yang
menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka
orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut
wajib membuktikan penilaian atau pernyataananya sesuai aturan
hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini
berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.13
Berdasarkan konstruksi hukum di atas, maka ketentuan Pasal 50
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)14 dapat diterapkan kepada
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan
tugas  jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan
dalm UUJN, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas
terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan
hukum yang berlaku.
12Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199K/Pdt/1994 tanggal 27
Oktober 1994, menegaskan bahwa akta autentik menurut ketentuan e Pasal 165 HIR jo. 285
Rbg jo. 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli
warisnya dan orang yang mendapat hak darinya. M. Ali Boediarto, “Kompilasi Kaidah Hukum
Putusan Mahkamah Agung: Hukum Acara Perdata Setengah Abad” Swa Justitia, Jakarta,
2005, Hal. 150
13Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai
Pejabat Publik, Bandung :  Refika Aditama, Hal.35
14Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 50 berbunyi: Tidak dapat dihukum,
barang siapa melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturang
perundang-undangan.
14
Notaris sebagai Pejabat Publik dalam pengertian mempunyai
wewenang dengan pengecualian. Notaris sebgai pejabat publik tidak
berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang
dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini
dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut.
Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang
terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum
pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersifat konkret, individual dan final, serta tidak
menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum
perdata, karena akta merupakan formulasi kehendak atau keinginan
(wilsvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat
di hadapan atau oleh Notaris.15
Pejabat Publik di bidang Pemerintahan produk akhirnya adalah
Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum
Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis
yang bersifat individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum
Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan
demikian Notaris adalah Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan
Tata Usaha Negara.
15 Habib Adjie, 2008, Op cit, Hal. 31
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b. Kewajiban Notaris
Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jabatan Notaris telah meletakkan tugas utama notaris untuk membuat
akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta
autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan
akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau
orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
Selain itu Notaris juga mempunayi wewenang:
a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat
di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus;
c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat
yang bersangkutan;
d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan
Akta;
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f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g) membuat Akta risalah lelang.16
Sebagai pejabat pembuat akta autentik, Notaris dalam tugasnya
melekat pula kewajiban yang harus dipatuhinya, karena kewajiban tersebut
merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai ketentuan dalam
Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014, yang menentukan bahwa “Dalam
menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai
bagian dari Protokol Notaris;17
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta
Akta;
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta
berdasarkan Minuta Akta;18
e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;19
16 Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUJN
17Dalam Penjelasan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa kewajiban
dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan
menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau
penyalahgunaan grosse, salinan atau kutipannya segera diketahui dengan mudah dengan
mencocokkannya dengan aslinya.
18Penjelasan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf d: Grosse akta yang dikeluarkan
berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedangan berikutnya hanya dikeluarkan
atas perintah pengadilan
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f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai
dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan
lain;20
g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak
dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih
dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun
pembuatannya pada sampul setiap buku;21
h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak
diterimanya surat berharga;
i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan
waktu pembuatan Akta setiap bulan;22
19Penjelasan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf e: Yang dimaksud dengan "alasan untuk
menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya
hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah
satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain
yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.
20Penjelasan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf f: Kewajiban untuk merahasiakan segala
sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi
kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut.
21Penjelasan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf g: Akta dan surat yang dibuat Notaris
sebagai dokumen resmi bersifat autentik memerlukan pengamanan baik terhadap Akta itu
sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung
jawab.
22Penjelasan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf i: Kewajiban yang diatur dalam ketentuan
ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris,
yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan kebenaran dari suatu Akta
wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.
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j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau
daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan
berikutnya;
k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada
setiap akhir bulan;23
l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk
pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada
saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;24 dan
n. menerima magang calon Notaris.25
Kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada Notaris tersebut
bertujuan untuk menjaga keautentikkan suatu akta dengan menyimpan
akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau
23Penjelasan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf k : Pencatatan dalam repertorium
dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris
sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.
24Penjelasan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m: Bahwa Notaris harus hadir secara
fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.
25Penjelasan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf n: Penerimaan magang calon Notaris
berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional.
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penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipan dapat segera diketahui
dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya.
Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UU Nomor 2 tahun 2014 di atas,
maka notaris dalam menjalankan profesinya, selain memiliki kewajiban yang
harus dipatuhinya, juga memiliki larangan-larangan yang harus dihindari
dalam menjalankan tugasnya.
c. Hak Merahasiakan Isi Akta (Hak Ingkar Notaris)
Jabatan yang dimiliki oleh Notaris merupakan jabatan kepercayaan
dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sehingga
selayaknyalah sebagai orang kepercayaan Notaris memiliki kewajiban untuk
merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris,
sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Dengan
demikian Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang
termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai
dengan kehendak para pihak, yaitu salah satunya dengan membacakannya,
sehingga menjadi jelas isi akta Notaris tersebut, serta memberikan akses
terhadap informasi, termasuk akses terhadap perundang-undangan yang
terkait bagi para pihak penandatanganan akta.
Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris
mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai
akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan
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akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang
menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut
berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang
Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan
pemberhentian dengan tidak hormat.
Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan
jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 170 ayat (1) KUHAP
menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau
juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta
dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai
saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya pada
Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa, segala siapa yang
karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-
undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata
mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya.
Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana menyatakan bahwasanya, “Barang
siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena
jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu,
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda
paling banyak enam ratus rupiah”.
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Dalam hubungan hukum perdata. Notaris mempunyai kewenangan
eksklusif untuk membuat akta autentik. Terhadap akta autentik tersebut
diberikan kekuatan pembuktian yang kuat dalam perkara perdata.26
Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu akta autentik
ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang
oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta
tersebut dibuat”. Notaris sebagai pejabat umum, yang berarti kepadanya
diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang
menyangkut publik (openbaar gezag).27 Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata
tersebut mengartikan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti autentik, maka
haruslah ada kewenangan dari Pejabat Umum yang dalam hal ini Notaris,
untuk membuat akta autentik yang bersumber dari undang-undang.
Pada proses peradilan pidana, di dalamnya akan terdapat proses
pembuktian yang menekankan pada alat bukti yang berdasarkan Pasal 184
KUHAP, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan juga
Keterangan terdakwa. Dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yang dapat menjadi
alat bukti adalah Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan,
Pengakuan, Sumpah, dan segala sesuatunya dengan mengidahkan aturan-
aturan yang ditetapkan dalam KUHPerdata. Seiring perjalanan waktu, pada
26Herlin Budiono, 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia,
Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti,
Hal. 257.
27R. Sugondo Notodisoerjo, 1983, Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan,
Jakarta :  Raja Grafindo Persada Hal.  44
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kasus tertentu para pihak yang berperkara dapat diwakili oleh pengacara.
Jaksa, hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan
merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi berkaitan dengan
akta yang telah dibuatnya. Dalam hal terjadi sengketa, akta autentik yang
merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan
nyata bagi penyelesaian sengketa.
Keberadaan notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan eksistensi
jabatannya dalam bidang hukum yang berpenggunaan hak untuk mendukung
lancarnya suatu proses hukum, termasuk juga proses peradilan, kiranya
bukanlah merupakan masalah. Dengan kata lain, wajar saja bilamana notaris
berperan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Pada sisi lain, notaris
dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, selain terkait pada
suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang
diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris dimana notaris wajib untuk
merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN yang menyatakan bahwa, saya akan
merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanakan
jabatan saya.
Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN dijelaskan bahwa,
dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala
sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang
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diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan,
kecuali undang-undang menentukan lain. Lebih lanjut dalam Pasal 54 UUJN
dijelaskan bahwa, notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau
memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta
kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau
orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.
Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan
jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat 1 KUHAP menyatakan
bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga
jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan
dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu
tentang hal yang dipercayakan kepadanya.
Sebagai salah satu perangkat hukum, di satu sisi notaris mempunyai
hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang
sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, di sisi lain notaris
harus berdiri pada kepentingan negara yang mana mengacu pada
kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan
sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin
kepastian, sebagaimana yang telah diatur dalam kalimat terakhir pada Pasal
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16 ayat 1 huruf e UUJN, bahwa kecuali undang-undang menentukan lain,
dan kalimat terakhir Pasal 54 UUJN bahwa, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan.
d. Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Notaris
Notaris menyandang suatu etika profesi yang merupakan etika moral
yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan,
karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi
sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.28 (BUKU ETIKA
PROFESI HK)
Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh
dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-undang
bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang
diperlukan berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian batasannya
hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk
membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui notaris
yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.29
Substansi sumpah/janji jabatan notaris ataupun Pasal 16 ayat (1) huruf
f UUJN untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta
yang dibuat atau di hadapan notaris dan berkaitan dengan pelaksanaan
tugas jabatan notaris.
28Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, Filsafat Hukum: Mencari Hakikat
Hukum, Palembang : Universitas Sriwijaya,Hal. 226
29Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Bandung :  Refika Aditama, Hal. 89
25
Instrumen Kewajiban ingkar notaris ditegaskan sebagai salah satu
kewajiban yangdisebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, sehingga
kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Sebagai
suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, berbeda dengan hak ingkar yang
dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan. Tetapi kewajiban ingkar mutlak
dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada Undang-Undang yang
memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.
Peraturan perundang-undangan yang menggugurkan atau
memberikan batasan mengenai kewajiban dalam merahasiakan atau
menggunakan kewajiban ingkarnya, yaitu:30
a. Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)31
b. Pasal 36 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah
dalam Undang-undang Nomor 20 Tahuhn 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.32
c. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.33
30M. Sodiq, Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam  Menjalankan Jabatannya
(Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Lex Renaissance, No. 1
VOL. 2 JANUARI 2017: 137
31Pasal 25 ayat (1) UU BPHTB berbunyi: Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan
Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak
atas tanah dan atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
32Pasal 36 UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: Kewajiban memberikan kesaksian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut
pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali
petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.
33Pasal 19 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1955 berbunyi: Orang yang karena jabatannya
atau pekerjaannya diwajibkan merahasiakan sesuatu hal dapat menolak untuk
memperlihatkan surat-surat itu atau bagian bagian surat-surat itu yang termasuk kewajiban
merahasiakan itu
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d. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.34
Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai keharusan atau kewajiban merahasiakan isi akta sesuai dengan
jabatan, maka pihak penegak hukum lain yang untuk kepentingan proses
peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta
persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, berwenang: a. Mengambil
fotokopi minuta akta/surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau
protokol notaris dalam penyimpanan notaris. b. Memanggil notaris untuk
hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris
yang berada dalam penyimpanan notaris. Kewajiban Ingkar dapat dilakukan
dengan batasan sepanjang notaris yang diperiksa oleh instansi mana saja
yang berupaya meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang
berkaitan dengan akta yang telah atau dibuat oleh atau di hadapan notaris
yang bersangkutan.35
Notaris sebagai Pejabat Pembuat  Akta, apabila akta yang dibuatnya
menimbulkan masalah, maka Notaris dapat dipanggil sebagai saksi oleh
aparat penegak hukum terkait dengan akta yang menimbulkan masalah
tersebut. “Hal ini menimbulkan satu problematika sendiri bagi notaris. Di satu
34Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban
merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk
bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan
35M. Sodiq, Ibid, Hal 137
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sisi notaris wajib menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya, di sisi lain
Notaris berperan sebagai saksi dalam kaitannya dengan tugas dan
jabatannya tersebut, terlebih negara Indonesia menganut asas Equality
Before the Law (Persamaan dimata hukum) dimana setiap warga negara
beserta kedudukannya di dalam hukum wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
Kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
akta dan surat-surat lainnya yang diatur dalam UUJN sebagai Lex Specialis
nya, selain itu dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
menyatakan: 1. “Mereka yang pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya
diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk
memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal dipercayakan kepada
mereka.” 2. “Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk
permintaan tersebut.”
Keharusan untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan
jabatan diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni
Pasal 170 ayat (1) yang menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan,
harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia,
dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan
sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.
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Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia
mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang
diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-Undang yang
memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/
pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan seperti ini
merupakan suatu kewajiban notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2)
dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P. Jika ternyata notaris sebagai saksi
atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis
Kehormatan Notaris (MKN) Notaris membuka rahasia dan  memberikan
keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan
undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang
merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan atas
notaris tersebut, tindakan notaris seperti ini dapat dikenakan sanksi pidana
yang terdapat pada Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi:
“Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib
disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang
maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan
bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”
“Ayat (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka
perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.”
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Dengan demikian, bagian dari sumpah/janji jabatan notaris yang berisi
bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh
dalam pelaksanaan jabatan notaris dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16
ayat (1) huruf f UUJN-P karena ditempatkan sebagai kewajiban ingkar notaris
dapat disebut sebagai suatu kewajiban ingkar (Verschoningsplicht) notaris.36
Oleh karena itu, agar notaris dapat memberikan pelayanan jasa
secara maksimal serta menghasilkan produk akta yang benar-benar terjaga
otentisitasnya sehingga memiliki nilai dan bobot yang handal, serta tidak
menimbulkan kerugian bagi diri notaris dan masyarakat yang membutuhkan
jasanya, maka notaris harus mengindahkan yang menjadi tugas dan
kewajiban yang diamanatkan baik oleh UUJN, Kode Etik Notaris maupun
perundang-undangan yang terkait, serta menghindari larangan-larangan yang
telah ditentukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat
hubungan yang saling melengkapi antara UUJN dan Kode Etik dalam
mengatur ketentuan tentang kewajiban dan larangan serta pengecualian
dalam jabatan Notaris.
e. Akta Notaris Sebagai Alat Pembuktian
Suatu  akta  adalah autentik, bukan karena penetapan Undang-
Undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang  pejabat
umum. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai
peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan
36M. Sodiq, Ibid, Hal 139
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masyarakat. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan
kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat
dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat
dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang
merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata
bagi penyelesaian perkara secara mudah dan cepat.
Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai
dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun,
Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang
termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan
sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara
membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta
memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap
peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak
penandatangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan
dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui akta Notaris
yang akan ditandatangani.37
Akta autentik yang telah dibuat oleh Notaris tidak menutup
kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam isi akta dan setiap
terjadi dugaan pelanggaran hukum maka haruslah menjalani proses
penyelidikan, penyidikan dan persidangan. Dalam hal ini Notaris akan
membuka rahasia terkait dengan isi akta yang diperbuat dihadapannya.
“Mengenai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris,
perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta
Notaris, bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk
37Sugisno, 2006, Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Hal Pengikatan Jual Beli
Saham Yang Tidak Dapat Ditingkatkan Menjadi Jual Beli Saham (Studi Kasus Dalam Praktek
Notaris di kota Medan), Tesis, Medan :  Sekolah Pascasarjana USU, Hal. 69
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membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang diminta untuk
dibuatkan akta”.38
Terdapat 2 (dua) jenis akta Notaris yakni Akta yang dibuat oleh (door)
Notaris dalam praktek Notaris disebut Akta Relaas atau Akta Berita Acara
yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri
atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang
dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris; Akta yang dibuat
dihadapan (ten overstaan) Notaris, dalam praktek Notaris disebut Akta Pihak,
yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan
atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar
uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.39
Dalam menjalankan jabatannya Notaris berada dalam kedudukan
yang netral dan tidak memihak artinya Notaris berada di luar para pihak yang
melakukan hubungan hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak
dalam hubungan hukum itu. Notaris menjalankan jabatannya dalam posisi
netral di antara para penghadap yang meminta jasanya, untuk menjamin
kenetralan tersebut, maka Notaris harus bersikap mandiri dan tidak memihak
serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu, terutama jika
keinginan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau merugikan
38Ismantoro Dwi Yuwono, 2011, Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan,
Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, Hal. 193
39G. H. S. Lumban Tobing, 1980. Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga,Hal.
51
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pihak lain. Dalam hal menjaga kemandirian Notaris dalam menjalankan
jabatan maka pengangkatan Notaris dilakukan oleh pemerintah berdasarkan
kewenangan atributif atas ketentuan undang-undang untuk melaksanakan
sebagian dari kekuasaan yang dimiliki negara, terutama dalam bidang hukum
keperdataan.
Akta autentik merupakan alat bukti bagi para pihak dalam suatu
perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak tersebut berkaitan
dengan hal-hal yang telah disepakati. Oleh karena itu akta autentik berguna
bagi para pihak untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing demi
kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang
berkepentingan dan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan.
Keautentikan akta tersebut tetap bertahan walaupun Notaris yang
membuatnya meninggal dunia. Tanda tangan Notaris yang bersangkutan
tetap memiliki kekuatan meskipun ia tidak dapat lagi menyampaikan
keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu.40
Akta autentik yang telah diperbuat oleh Notaris tidak menutup
kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam isi akta dan setiap
terjadi dugaan pelanggaran hukum maka haruslah menjalani proses
penyelidikan, penyidikan dan persidangan dalam hal ini Notaris akan
membuka rahasia terkait dengan isi akta yang diperbuat dihadapannya.
40Habib Adjie, 2009, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung
:  Citra Aditya Bakti,Hal. 43
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Mengenai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat dihadapan
Notaris, perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam
pembuatan akta Notaris, bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai
kehendaknya untuk membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang
diminta untuk dibuatkan akta.41
Akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna di antara para
pihak dan ahli waris-ahli warisnya dan memiliki kekuatan mengikat.
Sempurna berarti suatu akta autentik sudah cukup untuk membuktikan suatu
peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya.
Mengikat berarti segala sesuatu yang dicantumkan di dalam akta harus
dipercayai dan dianggap benar-benar telah terjadi, jadi jika ada pihak-pihak
yang membantah atau meragukan kebenarannya maka pihak tersebutlah
yang harus membuktikan keraguan dan ketidakbenaran akta autentik
tersebut.
2. Kerangka Konsepsional
Konsep merupakan salah satu bagian penting dari sebuah teori.
Dalam suatu penelitian konsepsi dapat diartikan sebagai usaha membawa
sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkret, yang disebut definisi
41Ismantoro Dwi Yuwono, 2011, Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan,
Yogyakarta :  Pustaka Yustisia, Hal. 193
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operational (operational definition).42 Menurut Tan Kamello “Definisi
operasional ini berfungsi untuk menghindari perbedaan pengertian atau
penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai”.43 Dalam
penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti maka harus
diberikan beberapa definisi beberapa konsep dasar sehingga akan diperoleh
hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebagai
berikut :
a. Notaris
Notaris sebagai pejabat umum yang dalam istilah bahasa Belanda
yaitu Openbare Ambtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan
Notaris  (Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia, Stb. 1860:3)
menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya
berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau
oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta
autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan
memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang
pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau
42Sutan Remy Sjahdeini, 1983, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang
Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta :  Institute
Bankir Indonesia, Hal. 10
43Tan Kamello, 2002, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidussia : Suatu Tinjauan
Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara,Disertasi, Program Studi Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana Medan :  Universitas Sumatera Utara, Hal. 35
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dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.44 Sedangkan dalam Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) menyebutkan bahwa
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik
dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
b. Hak Ingkar Notaris
Menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia hak berarti benar; milik
atau kepunyaan; kewenangan serta kekuasaan untuk berbuat sesuatu
karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan.45 Sedangkan jika
berdasarkan I.P.M. Ranuhandoko, hak atau right berarti dasar untuk
melakukan sesuatu tindakan secara hukum.46
Menurut Hans Kelsen bahwa perilaku seorang individu yang
berhubungan dengan perilaku yang diwajibkan atas individu lain biasanya
disebut hak, sebagai obyek dari tuntutan, yang berhubungan dengan
penggunaan hak. Perilaku individu yang satu yang berkaitan dengan perilaku
yang diwajibkan, disebut pelaksanaan hak. Namun demikian, dalam hal
penggunaan hak untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan, misalnya untuk
tidak melakukan pembunuhan atau pencurian, biasanya tidak berbicara
44G.H.S. Lumban Tobing, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga,, Hal.
3
45Departemen Pendidikan, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga,
Jakarta :  Balai Pustaka, Hal. 381
46I.P.M. Ranuhandoko, 2003, Terminologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika Hal. 487
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tentang hak atau tuntutan untuk tidak dibunuh atau untuk tidak dicuri. Dalam
hal penggunaan hak untuk mentolelir sesuatu, perilaku seseorang yang
berhubungan dengan penggunaan hak orang lain dikatakan sebagai tindakan
menikmati hak.47
Lebih lanjut menurut Hans Kelsen bahwa kata hak mempunyai banyak
makna. Ia digunakan baik dalam artian mengenai suatu hak seseorang untuk
bertingkah laku dengan cara tertentu, dan dalam artian suatu hak yang
mengharuskan orang lain memperlakukannya dengan cara tertentu.
Mengatakan bahwa seseorang punya hak untuk berperilaku demikian,
mungkin hanya berarti bahwa ia tidak mempunyai penggunaan hak untuk
berperilaku sebaliknya, ia bebas. Kebebasan ini hanyalah sebuah ingkaran
dari suatu penggunaan hak. Tetapi kalimat tersebut juga mempunyai makna
yang positif bahwa orang lain juga diwajibkan untuk berperilaku selaras
dengan itu. Bahwa hak seseorang telah mempresumsikan penggunaan hak
bagi orang lain jelas ketika hak itu memastikan perilaku tertentu oleh orang
lain. Kalau saya punya hak untuk membuat orang lain membayar sejumlah
uang kepada saya jelas mengimplikasikan bahwa itu adalah penggunaan hak
untuk membayar. Setiap hak yang sesungguhnya tidak hanya sekedar
berupa kebebasan negatif dari sebuah penggunaan hak yang terdiri atas
47Hans Kelsen, 2007, Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif,
Bandung :  Nusamedia dan Nuansa,  Hal. 145
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penggunaan hak orang lain, atau banyak orang. Hak dalam artian ini adalah
penggunaan hak relatif.48
H. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan
yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan
cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data
sekunder belaka yang lebh dikenal dengan nama bahan hukum sekunder
dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.
Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan
pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-
undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini, penelitian
hukum normatif bertujuan untuk meneliti  Hak Ingkar Notaris Menurut UU
Nomor 2 Tahun 2014.
Sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif yang
merupakan suatu “penelitian yang menggambarkan, menelaah,
menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum baik dalam bentuk
48Hans Kelsen, 2008, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip-Prinsip Teoritis untuk
Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik, Penerjemah Nurulita Yusron, Bandung :
Nusamedia, Hal. 330-331
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teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan”.49
Dengan demikian penelitian ini akan menjelaskan serta menganalisis
tentang perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan kewajiban
ingkarnya dalam proses hukum berdasarkan peraturan-peraturan jabatan
notaris khusunya UU Nomor 2 Tahun 2014.
2. Metode Pendekatan
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang
bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu
yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan undang-undang (statute approach). Menurut Peter Mahmud
Marzuki “Pendekatan undang-undang (statute approach) adalah pendekatan
yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti”.50 Dalam penelitian ini
pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah
segala peraturan yang berhubungan dengan jabatan notaris yaitu Reglement
op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3), UU Nomor 4 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta
49 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, Hal.
63
50 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta :
Prenadamedia Group, Hal.133
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beberapa peraturan pelaksanaanya yang mengatur tentang kewajiban
notaris.
3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel
a. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di kota Medan, karena terdapatnya
sumber-sumber data untuk penelitian dan tingginya penggunaan jasa Notaris
di masyarakat Sumatera Utara pada umumnya, khususnya masyarakat Kota
Medan.
b. Populasi
Populasi penelitian adalah Notaris-Notaris yang berada dalam wilayah
kerja di Kota Medan. Menurut informasi dari instansi Ikatan Notaris
Indonesia Cabang Medan, Notaris yang wilayah kerjanya di Kota Medan
berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) orang.
c. Sampel
Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling,
yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Notaris yang wilayah kerja di Kota
Medan. Masing-masing sampel yang berhubungan dengan populasi
tersebut di atas diambil dan dijadikan sample.
4. Alat Pengumpulan Data
Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data
primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud di sini adalah data
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yang dikumpulkan melalui kuisioner dengan para Notaris dan juga Pegawai
Kantor Majelis Pengawasan Wilayah. Sedangkan data sekunder diperoleh
melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan dengan mempelajari:
a. Bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, dokumen, dan lain-lain yang berhubungan
dengan hukum pengikatan.
b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberi penjelasan terhadap
bahan-bahan hukum primer, ulasan hukum dan lainnya yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti.
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data
Pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara:
1. Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu menghimpun data dengan
melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tertier. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari
sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-
undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil
penelitian dan atau karya ilmiah dari kalangan hukum yang dianggap
relevan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tertier adalah
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bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.
2. Kuisioner (daftar pertanyaan),51 ditujukan kepada responden yang
dipilih untuk dijadikan sampel, berisikan pertanyaan-pertanyaan
dengan menggunakan kombinasi kuisioner tertutup dan kuisioner
terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang
mendalam dari para responden.
6. Analisis Data
Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan
data kedalam pola kategori dan susunan urutan dasar sehingga dapat
ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja.
Analisis data terhadap data primer dan data sekunder dilakukan
setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan
dan dievaluasi sehingga diketahui validitasnya, lalu dianalisis secara kualitatif
dengan mempelajari seluruh jawaban dan terakhir dilakukan pembahasan
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian kegiatan
analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan
permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat
dipresentasekan dalam bentuk deskriptif.
51Hermawan Warsito, 1997, Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan
Mahasiswa, Jakarta : PT. Gramedia  Pustaka Umum, Hal. 71; mengatakan wawancara
merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Ada
beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara
(interviewer), responden (interviewere), pedoman wawancara dan situasi wawancara
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BAB II
PENGATURAN KEWAJIBAN MERAHASIAKAN AKTA YANG
DIPERBUAT OLEH ATAU DI HADAPAN NOTARIS KETIKA
AKTA TERSEBUT DIDUGA MENGANDUNG TINDAK
PELANGGARAN HUKUM
A. Kewenangan Notaris
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang
berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban,
dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik
mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan
melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang
menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
Profesi notaris merupakan profesi yang sangat penting yang
dibutuhkan dalam masyarakat, sesuai dengan fungsi notaris adalah sebagai
pembuat alat bukti tertulis berupa akta-akta autentik sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 1868 KUH Perdata hanya
menerangkan apa yang dinamakan akta autentik, akan tetapi tidak
menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan pejabat umum itu, juga tidak
menjelaskan tempat di mana ia berwenang sedemikian, sampai dimana
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batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang
dimaksud. Sampai akhirnya kewenangan Notaris ini dicantumkan dalam
Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang tentang Jabatan Notaris
sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2014.
Menurut Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. Notaris merupakan suatu
jabatan publik yang mempunyai karakteristik:
1) Sebagai jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang
pengaturan jabatan Notaris, sehingga UUJN merupakan satu-
satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang
mengatur jabatan Notaris di Indonesia.
2) Notaris mempunyai kewenangan tertentu, artinya setiap
wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya
sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan
tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Wewenang
tersebut mencakup dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang
menyebutkan antara lain membuat akta bukan membuat surat,
seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).
3) Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artinya Notaris dalam
melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Hukum dan HAM. Walaupun Notaris secara administratif diangkat
dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi
subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, Notaris dalam
menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (autonomous), tidak
memihak siapapun (impartial), tidak tergantung kepada siapapun
(independent).
4) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.1
Fungsi Notaris di Indonesia berbeda fungsinya dengan notaris (notary
public) di Negara-negara Anglo-Saxon seperti Singapura, Amerika dan
Australia, karena Indonesia menganut sistem hukum kontinental.
1Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai
Pejabat Publik, Cetakan Pertama, Bandung :  Refika Aditama, Hal. 32-36
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Notaris di negara yang menganut sistem Kontinental berkarakteristik
utama dimana yang menjalankan suatu fungsi yang bersifat publik.
Diangkat oleh Pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan
publik dalam bidang hukum, dengan demikian ia menjalankan salah satu
bagian dalam tugas negara”.2
Seorang notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk
membuat suatu akta memiliki suatu nilai pembuktian yang
sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan notaris yang
independen dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya
merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Dalam
sistem hukum Kontinental notaris bersifat netral tidak memihak, dan
wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Itu
sebabnya seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa
didikte oleh kemauan salah satu pihak sehingga mengabaikan
kepentingan pihak lainnya (meskipun sungguh sangat disesalkan
bahwa sekarang banyak notaris yang mau didikte oleh
pelanggannya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan/atau kode etik profesi).3
Pekerjaan notaris bukanlah merupakan suatu profesi melainkan
suatu jabatan Notaris termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur
sebagaimana dikemukakan oleh C. S. T. Kansil dan Cliristine S. T berikut;
Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan
suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang
menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dan
pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utama. Adapun
yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang
bersangkutan untuk melayani sesamanya.4
2 Mohandas Sherividya, 2008, Pengawasan Terhadap Notaris Dan Tugas
Jabatannya Guna Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Umum, Tesis,
Magister Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana Medan :  Universitas Sumatera Utara, Hal.
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3 Mohandas Sherividya, 2008, Loc.cit
4 C. S. T. Kansil dan Christine S. T, 1979, Pokok-Pokok Etika Jabatan, Bandung :
Pradnya Paramita,  Hal. 5.
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Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh
UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris.
Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki
wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang
diatur oleh UUJN. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan
perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau
dihadapan notaris, bukan saja  karena diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang
berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi
kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang
berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.
Notaris diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini menteri kehakiman,
dan sebelum menjalankan jabatannya harus bersumpah lebih dahulu.
Walaupun sudah diangkat tetapi belum disumpah, tidak boleh membuat
akta. Jadi akta yang dibuat dihadapannya itu, telah didahului dengan
sumpah. Menurut A. Kohar ”Sumpah dan akta notaris tidak dapat
dipisahkan, oleh karena itu notaris tidak perlu lagi disumpah dalam hal
menjadi saksi atas aktanya”.5
Menurut G.H.S. Lumban Tobing :
5 A.Kohar, Op Cit, hal. 74
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Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk
membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan,
persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan
oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh
orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan
tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-
akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-
kutipannya; semuanya itu sejauh perbuatan akta-akta tersebut oleh
suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan
kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.6
Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2)
dan (3) UUJN. Dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 disebutkan
bahwa:
Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang.
Dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, dengan
jelas digambarkan bahwa tugas pokok notaris adalah membuat akta-akta
autentik yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata berfungsi
sebagai alat pembuktian yang mutlak. Hal ini dapat diartikan bahwa apa
yang tersebut dalam akta autentik adalah dianggap benar.
Dalam hal ini Notaris Syafnil Gani berpendapat bahwa “Notaris
hanya bertanggungjawab atas bentuk formal akta autentik yang dibuatnya
sepanjang sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang-undang. Tetapi
6G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga,
Hal. 68
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Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di
hadapannya.”7
Selain itu dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014, Notaris
berwenang pula untuk:
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan
dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat
aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan Akta;
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau.
g. membuat Akta risalah lelang.
Menurut Pasal 14 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah
membuat akta, bukan membuat surat seperti Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain seperti Surat
Keterangan Waris (SKW).8
Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun
2014, telah melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung
dengan dunia kenotariatan saat ini. Hal ini dapat dilihat dari adanya
“perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan
dalam Pasal 15 ayat (2) butir f dan g yaitu kewenangan membuat akta
yang berkaitan dengan pertanahan. Kewenangan selanjutnya adalah
7 Wawancara dengan Notaris Syafnil Gani, Notaris di Kota Medan, tanggal 10
April 2018
8Habib Adjie, 2008, Op Cit, Hal. 33
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kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini
sebelum lahirnya undang-undang tentang Jabatan Notaris menjadi
kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang
Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960.
Kewenangan lainnya adalah memberikan kewenangan lainnya yang diatur
dalam peraturan-perundang-undangan. “Kewenangan lainnya yang diatur
dalam peraturan-perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang
perlu dicermati, dicari dan ditemukan oleh Notaris, karena kewenangan ini
bisa jadi sudah ada dalam dalam peraturan perundang-undangan, dan
juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya peraturan
perundang-undangan yang baru”.
B. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris
Kedudukan notaris sebagai pejabat mendapat pelimpahan
kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum
kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam
pembuatan akta dan legalisasi akta. Akta adalah surat yang sengaja
dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum
dibidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak tersebut
adalah orang yang memerlukan jasa notaris.
Notaris sebagai Pejabat Publik memiliki kewenangan untuk
membuat akta autentik (Pasal 25 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan (3) UUJN). Dengan
kewenangan ini, akta Notaris mengikat para pihak atau mereka yang
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membuatnya, dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang
sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti tidak perlu
didukung atau ditunjang oleh alat bukti lain, tapi akta Notaris itu sendiri
harus dilihat sebagaimana apa adanya yang tertulis di dalamnya.9
Menurut G.H.S. Lumban Tobing :
Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk
membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan,
persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan
oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh
orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan
tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-
akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan
kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauh perbuatan akta-akta
tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan
atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.10
Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-
undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta
yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Hal ini sesuai ketentuan
dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 yang dengan jelas
menggambarkan bahwa tugas pokok notaris adalah membuat akta-akta
autentik yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata berfungsi
sebagai alat pembuktian yang mutlak. Hal ini dapat diartikan bahwa apa
yang tersebut dalam akta autentik adalah dianggap benar.
Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan
9Habib Adjie, 2008, Op Cit, Hal. xiv
10G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Op cit, Hal. 68
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oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse,
salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu
tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang
lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Jika dilihat dalam ketentuan
Pasal 1868 KUH Perdata ditentukan bahwa “Suatu akta autentik ialah
suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di
tempat dimana akta itu dibuat.”
Akta merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata
dan pidana. Sudikno Mertokusumo mengartikan akta sebagai “Surat yang
diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak
atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk
pembuktian.”11 Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta, suatu surat
harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam pasal 1869
KUHPerdata. Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya
seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata atau
karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai
akta autentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di
bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.
11Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat,
Yogyakarta :  Liberty,Hal. 121.
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Ini berarti bahwa surat tanpa ada tanda tangan seperti karcis parkir
tidak termasuk akta. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan
untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang
dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi
ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat
dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut.12
A.Pitlo mengartikan akta itu sebagai surat-surat yang
ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk
dipergunakan oleh orang, untuk kepentingan siapa surat itu dibuat.13
Selain akta diartikan sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai
sebagai alat bukti, dalam peraturan perundang-undangan ada juga akta
yang maksudnya sama sekali bukanlah surat melainkan perbuatan. Hal ini
sebagaimana tertuang dalam Pasal 108 KUH Perdata.14
Menurut R. Subekti (1980:29), “kata-akta dalam Pasal 108
KUHPerdata tersebut bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan
dengan perbuatan hukum, berasal dari kata“ acta” yang dalam bahasa
Perancis berarti perbuatan”.15 Dengan demikian yang diartikan sebagai
akta adalah:
12Sudikno Mertokusumo, 1993, Ibid, Hal. 121
13 A. Pitlo, 1986, Pembuktian dan Daluarsa, Jakarta :   Intermasa, Hal. 52
14 Pasal 108 KUH Perdata: Seorang isteri, sekalipun ia kawin di luar harta
bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan,
memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apa pun, baik secara cuma-cuma
maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis. Sekalipun
suami telah memberi kuasa kepada isterinya untuk membuat akta atau perjanjian
tertentu, si isteri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apa pun, atau
memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami.
15 R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita,
1980, Hal. 9
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a. Perbuatan handeling/perbuatan hukum (rechtshandeling) itulah
pengertian yang luas, dan
b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti
perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan
kepada pembuktian sesuatu.
Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta
ini dalam perundang-undangan, maka dapat disimpulkan oleh penulis
bahwa yang dimaksud dengan akta dalam pembahasan ini adalah akta
yang artinya surat yang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat
bukti.
Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah “Surat yang diberi
tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari
suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk
pembuktian”.16
Dalam Kamus Indonesia sebagaimana dikutip oleh Munir Fuadi,
disebutkan bahwa pengertian pembuktian secara umum adalah perbuatan
(hak dan sebagainya) membuktikan, sedangkan membuktikan berarti:
1. Memberi (memperlihatkan bukti);
2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-
cita dan sebagainya);
3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
16 Sudikno Mertokusumo, Op cit,  Hal. 106
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4. Meyakinkan, menyaksikan.17
Sedangkan Munir Fuadi mengartikan pembuktian dalam ilmu
hukum adalah:
Suatu proses, baik dalam acara perdata maupun acara pidana,
maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-
alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur yang
khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan,
khususnya fakta atau yang dipersengketakan di Pengadilan, yang
diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses
pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.
Sedangkan Hukum Pembuktian mengandung pengertian sebagai
seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.18
M. Yahya Harahap memberikan rumusan mengenai pengertian
pembuktian yaitu:
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang yang berisi
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan
undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada
terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur
alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh
dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.19
Dengan demikian arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara
yakni antara lain :
a) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha
mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut
umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada
ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan
undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya
sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat
bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Para pihak
tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya
benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
17 Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Bandung
: PT.Citra Aditya Bakti,Hal. 1-2
18Ibid
19 M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP. Ed. 2, Cet ke XI., Jakarta :  Sinar Grafika, Hal. 273
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b) Majelis Hakim diharap mencari dan meletakkan kebenaran yang
akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti
yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif,
sebagaimana yang disebut dalam undang-undang.20
Dalam doktrin dikenal 3 (tiga) jenis kekuatan pembuktian, yaitu:21
1. Kekuatan pembuktian akta dilihat dari segi wujudnya (uitwendige
bewijskracht)
Kekuatan pembuktian akta autentik atau akta notaris dari segi
wujudnya biasa disebut juga dengan kekuatan pembuktian lahiriah
dimana akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan
dirinya sendiri sebagai akta autentik, mengingat sejak awal yaitu sejak
adanya niat dari para pihak yang berkepentingan untuk membuat atau
melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya
itu telah mempunyai proses sesuai dan memenuhi Pasal 1868
KUHPerdata Jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang
Jabatan Notaris. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini
tidak ada pada akta/surat di bawah tangan (vide Pasal 1875
KUHPerdata).
2. Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht)
Akta autentik dibuktikan dengan apa yang dinyatakan dan
dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak
pihak-pihak, itulah kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta
itu oleh/atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam menjalankan
20 M. Yahya Harahap, Op cit, Hal. 273-274
21 Try Yanty Sukanty Angkriang, 2011, Op cit, Hal. 199
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jabatannya. Dalam arti formil akta autentik menjamin kebenaran:
tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti
formil dibuktikan pula kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang
dilihat, didengar, dan dialami sendiri sebagai pejabat umum. Akta di
bawah  tangan tidak mempunyai kekuatan bukti formil, terkecuali bila
penandatanganan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda
tangannya.
3. Kekuatan pembuktian materiil (materielbewijskracht)
Kekuatan pembuktian materiil adalah bahwa secara hukum (yuridis)
isi dari akta ini telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar
terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta
itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau
orang lain yang mendapat hak darinya). Inilah yang dinamakan
sebagai “prevuepreconstituee”, artinya adalah akta itu benar
mempunyai kekuatan materiil. Kekuatan pembuktian inilah yang
dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdata. Oleh
karena itu, maka akta autentik berlaku sebagai alat bukti sempurna
dan mengikat pihak-pihak yang membuat akta itu. Dengan demikian
siapapun yang membantah kebenaran akta autentik sebagai alat
bukti, maka ia harus membuktikan kebalikannya.
Akta Notaris yang merupakan akta autentik mempunyai 3 (tiga)
fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:
1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah
mengadakan perjanjian  tertentu;
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2) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam
perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu
kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan
perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan
kehendak para pihak.22
Jika dilihat dari ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014 jo
Pasal Pasal 1868 KUHPerdata, maka syarat-syarat pembuatan suatu akta
adalah sebagai berikut:
1. Akta harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan).
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh/ dihadapan siapa akta dibuat harus mempunyai
wewenang untuk membuat akta yang bersangkutan.23
Sedangkan yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta
autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata
cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jenis-jenis akta yang
dibuat oleh notaris adalah berbagai akta autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan dalam peraturan
perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Menurut
Setiawan bahwa “Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian
22Salim HS, 2006, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,
Jakarta :  Sinar Grafika, Hal. 43
23 Try Yanti Sukanty Akriang, 2011, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alata Bukti
Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, Jurnal Keadilan Progressif, Volume 2
Nomor 2 September, Hal. 197
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mengikat dan sempurna maka hal terpenting dalam masalah kekuatan
pembuktian suatu akta adalah kekuatan pembuktiannya yang lengkap”24
Notaris Suprayitno dalam hal ini berpendapat bahwa “Bukti lengkap
adalah bukti yang secara lahiriah, formil, dan materiil dapat dibuktikan
lewat akta itu sendiri. Hakim harus mempercayai isi dari akta tersebut
adalah benar adanya, dengan demikian hakim memperoleh kepastian
yang cukup untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh
penggugat tanpa mengurangi kemungkinan adanya bukti tentang
kebalikannya”.25
Sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 1870 KUHPerdata
yaitu akta notaris adalah akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Karena produk yang
dihasilkan oleh notaris adalah akta maka akta tersebut dapat dijadikan
sebagai alat bukti dalam persidangan.
Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris
menurut Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR (Rbg 285) yang
mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris
merupaka bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan
dengan pembuktian lain selama ketidabenarannya tidak dapat dibuktikan.
Berdasakan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta Notaris
merupakan alat bukti tertulis atau surat pembuktian yang utama sehingga
24 Setiawan, 1992, Aneka Masalah hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung
: Alumni, Hal 405
25 Wawancara dengan Notaris Suprayitno, Notaris di Kota Medan, tanggal 9 April
2018
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dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan
yang sangat penting.26
Menurut Notaris Syafnil Gani, ada 3 (tiga) macam kekuatan akta
autentik yaitu:
a. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan
apa yang ditulis dalam akte tadi (kekuatan pembuktian formil);
b. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-
sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi (kekuatan
pembuktian materiel atau yang dinamakan kekuatan pembuktian
mengikat);
c. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi
juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akte
ke dua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai
umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akte
tersebut. Kekuatan yang kedua tersebut itu sebagaimana sudah
diuraikan di atas, dinamakan kekuatan mengikat yang pada
hakekatnya bertujuan menetapkan kedudukan antara para pihak satu
sama lain pada kedudukan yang teruraikan dalam akte. Kekuatan poin
ini dinamakan kekuatan pembuktian keluar (artinya ialah terhadap
pihak ke-tiga).27
26Anonim, “Akta Notaris”, diakses tanggal 21 Maret 2018
(https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris)
27Wawancara dengan Notaris Syafnil Gani, Notaris di Kota Medan, tanggal 10
April 2018
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Berdasarkan wawancara dengan notaris Syafnil Gani, beliau
berpendapat bahwa “Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya
yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama
dalam hukum pembuktian. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika
Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan,
maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat
dilaksanakan (nonexecutable). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan
oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat
digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.”28
Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana
tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta
Notaris, maka ada 2 (dua) pemahaman, yaitu :
a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan
para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan
hukum yang berlaku.
b. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah
dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau
menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak
yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib
membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum
yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan
28 Wawancara dengan Notaris Syafnil Gani, Notaris di Kota Medan, tanggal 10
April 2018
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dengan sifat publik dari jabatan Notaris. Sepanjang suatu akta
notaris tidak dapat dibuktikan ketidak benarannya maka akta
tersebut merupakan akta autentik yang memuat keterangan yang
sebenarnya dari para pihak dengan didukung oleh dokumen-
dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggung
jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dengan konstruksi pemahaman seperti di atas, maka ketentuan
Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan
kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang
pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah
ditentukan dalam UUJN, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu
bentuk imunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya
sesuai aturan hukum yang berlaku.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199
K/Pdt/1994, tanggal 27 Oktober 1994, menegaskan bahwa akta autentik
menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo. 285 Rbg jo. 1868 BW merupakan
bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan
orang yang mendapat hak darinya. Pasal 50 KUHP berbunyi menentukan
bahwa “Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu
perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan”.
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Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai
wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris
sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik bermakna hukum, bukan
publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik produk
akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata
terutama dalam hukum pembuktian.
Sebagaimana pernyataan Prof. Subekti yang dikutip oleh A. Kohar
bahwa “akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti
bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus diperacya oleh Hakim,
yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak
dapat dibuktikan. Akta memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti
bahwa sudah tidak diperlukan lagi suatu penambahan pembuktian, karena
akta merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna”.29
Akta autentik mempunyai arti yang lebih penting daripada sebagai
alat bukti, bila terjadi sengketa maka akta autentik dapat digunakan
sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa. Peran Notaris
diperlukan di Indonesia karena dilatar belakangi oleh Pasal 1866 KUH
Perdata yang menyatakan alat-alat bukti terdiri atas :
1. bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
29A Kohar, 1983. Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung :  Alumni, Hal 72-73
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5. sumpah
Untuk lebih jelasnya di bawah ini diketengahkan penjabaran dari
masing-masing alat bukti tersebut.
1. Bukti tertulis
Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti
yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu
peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti
tertulis atau surat ini lazim juga disebut dengan akta.
Pasal 1867 BW menyatakan bahwa “pembuktian dengan tulisan
dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-
tulisan di bawah tangan.” Jadi berdasar Pasal 1867 ini akta mem-
punyai dua macam jenis yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.
Namun demikian jenis surat sebagai alat bukti tertulis adalah akta
(autentik dan di bawah tangan) serta bukan akta atau surat-surat lain
yang bukan akta.
Akta autentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang
berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat (Pasal 1868 BW).
Apabila Pasal 1868 BW ini dihubungkan dengan Pasal 165 HIR, maka
pengertiannya menjadi lebih lengkap yakni:
"Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan
pejabat yang diberi wewcnang untuk itu, merupakan bukti yang
lengkap antara pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang
mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya
dan juga yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan
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belaka, tetapi yang tersebut terakhir ini hanyalah sepanjang yang
diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dalam akta itu."
Berpedoman dari rangkaian pasal di atas maka akta autentik terdiri
dari dua, yaitu:
(a) Akta autentik yang dibuat oleh pegawai/pejabat umum.
(b) Akta yang dibuat oleh para pihak yang di hadapan pejabat umum
yang berwenang.
Fungsi akta secara sederhana adalah sebagai tanda telah terjadinya
suatu perbuatan hukum dan sekaligus sebagai alat bukti apabila nanti
terjadi perselisihan hukum. Fungsi akta ini Sudikno Mertokusumo
berpendapat bahwa “Akta mempunyai fungsi formil (formalitatis
causa), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya
(bukan untuk sah-nya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu
akta. Di samping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi
sebagai alat bukti (probationis causa).
Berpijak pada fungsi di atas, maka kekuatan pembuktian dari akta
sedikit banyak tentu berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut. Undang-
undang telah membedakan kekuatan pembuktian antara akta autentik
dengan akta di bawah tangan.
2. Bukti dengan Saksi
Alat bukti yang berupa kesaksian diatur melalui Pasal 139-152 dan
Pasal 168-172 HIR serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1912 BW.
Apabila mengacu kepada pengertian keterangan saksi dalam perkara
pidana yang merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana
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yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan
menyebut alasannya, sebenarnya inti dari kesaksian adalah tidak
berbeda. Oleh karena apa yang dikemukakan saksi haruslah tentang
peristiwa atau kejadian yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia
alami sendiri. Jadi bukti dengan saksi atau kesaksian adalah
keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di depan sidang
pengadilan suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang ia
dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.
Secara prinsip setiap orang wajib menjadi saksi apabila telah
dipanggil oleh pengadilan secara sah dan patut. Namun demikian,
Undang-undang tertentu untuk tidak menjadi saksi misalnya dapat
meminta kebebasan dari kewajiban memberikan kesaksian atau
memang ia tidak boleh didengar sebagai saksi. Ketentuan demikian
diatur oleh Pasal 145 dan Pasal 146 HIR serta Pasal 1909, Pasal
1910 dan Pasal 1912 BW.
Apabila ketentuan dari Pasal 169-172 HIR dihubungkan dengan isi
Pasal 1905-1908 BW tentang lingkup kekuatan pembuktian
kesaksian, dapat disimpulakan sebagai berikut:
a) Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa adanya alat bukti lain
tidak dianggap pembuktian yang cukup (Pasal 169 HIR jo Pasal
1905 BW). Jadi seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus
testis).
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b) Jika kesaksian dari masing-masing saksi terlepas satu dari yang
lain dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, namun karena
bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan
suatu peristiwa tertentu, maka kekuatan pembuktian dari masing-
masing kesaksian itu terserah pada pertimbangan hakim (Pasal
170 HIR jo Pasal 1906 BW).
c) Pendapat-pendapat dan perkiraan-perkiraan khusus yang
diperoleh dari pemikiran, bukanlah kesaksian. Oleh karena tiap-
tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana
diketahuinya hal-hal yang diterangkan (Pasal 171 HIR jo Pasal
1907 BW).
d) Dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, hakim harus
memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-
kesaksian satu dengan yang lain, persamaan antara kesaksian-
kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal
yang menjadi perkara.
Menyimak beberapa pasal di atas, dapatlah disimpulkan dalam
perkara perdata maka nilai pembuktian dari kesaksian lebih banyak
tergantung pada pertimbangan hakim, berlainan dengan bukti tertulis
yang mempunyai sifat sempurna dan mengikat.
3. Persangkaan-persangkaan
Perihal persangkaan dirumuskan oleh Pasal 1915 BW ialah
“Kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim yang ditarik
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dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang
belum terang kenyataannya.” Selanjutnya oleh Pasal 1975
disebutkan, “Ada dua macam persangkaan, yaitu, persangkaan
menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan
undang-undang.” Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-
undang ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh
hakim.
Secara prinsip persangkaan yang tidak bcrdasar undang-undang atau
persangkaan yang didasarkan atas kenyataan itu, kekuatan pembukti-
annya di tangan hakim dan mcmang persangkaan yang demikian
merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh Hakim.
Menurut ilmu pengetahuan persangkaan merupakan bukti yang tidak
langsung Sudikno Mertokusumo, membedakan sebagai berikut:
(1) Persangkaan berdasarkan kenyataan (feitelijke atau rechterlijke
vermoedens, praesumptiones facti). Pada persangkaan
berdasarkan ; kenyataan, hakimlah yang memutuskan berdasarkan
kenyataannya. Apakah mungkin dan sampai berapa jauhkan
kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu
dengan membuktikan peristiwa lainnya. Kalau misalnya peristiwa a
yang diajukan, maka hakim memutuskan apakah peristiwa b ada
hubungan yang cukup erat dengan pcristiwa a untuk menganggap
peristiwa a terbukti dengan terbuktinya peristiwa b;
(2) Persangkaan berdasarkan hukum (wettelijke atau rechts vermoe
dens, praesumptiones juris). Pada persangkaan berdasarkan
hukum, maka undang-undanglah yang menetapkan hubungan
antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan
peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini
dibagi menjadi dua:
a) praesumptiones juris tatum, yaitu persangkaan berdasarkan
hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan;
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b) praesumptiones juris et de jure, yaitu persangkaan berdasarkan
hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.30
4. Pengakuan
Baik di dalam HIR maupun BW tidak dirumuskan mengenai apa itu
pengakuan. Memang dilihat dari kata “pengakuan” pada umumnya
semua orang sudah mengerti maksudnya. Pengakuan adalah
pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa
keadaan atau hal tertentu yang dapat dilakukan di depan sidang atau
di luar sidang.
Undang-undang membedakan kekuatan pembuktian antara
pengakuan yang dilakukan di muka hakim dengan yang dilakukan di
luar sidang pengadilan. Tentu saja pengakuan yang dilakukan di muka
hakim mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim merupakan alat bukti yang
sempuma dan apabila dihubungkan dengan Pasal 1916 ayat (2) sub 4
BW adalah sebagai alat bukti yang menentukan yang tidak
dimungkinkan adanya pembuktian lawan. Sedangkan pengakuan lisan
yang dilakukan di luar sidang pengadilan, kekuatan pembuktiannya
sangat tergantung pada pertimbangan hakim (Pasal 175 H1R).
5. Sumpah
Menurut Pasal 1929 BW disebutkan ada dua macam sumpah di muka
hakim, yaitu:
30 Sudikno Mertokusumo, Op Cit., Hal. 132-133
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a) Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan yang lain, untuk
menggantungkan pemutusan perkara padanya, sumpah ini
dinamakan sumpah pemutus.
b) Sumpah yang oleh Hakim, karena jabatannya diperintahkan
kepada salah satu pihak.
Sumpah pemutus (sumpah decisoir) ini kecuali tersebut pada Pasal
1929 BW, diatur pula melalui Pasal 1930 BW dan Pasal 156 HIR.
Sedangkan sumpah yang diperintahkan oleh Hakim kepada salah
satu pihak atau sumpah suppletoir.
Penjelasan lebih lanjut atas kedua sumpah tersebut Subekti dan R.
Tjitrosoedibio  mengemukakan:
Sumpah suppletoir dan aestimatoir dan vullende dan schatting-seed
(Bld), sumpah pelengkap dan penaksir. Apabila kebenaran tuntutan
penggugat ataupun kebenaran pembelaan tergugat terhadap tuntutan
itu sekalipun tidak terbukti secukupnya, akan tetapi tidak pula sama
sekali tidak terbukti, sedangkan kemungkinan untuk memperlengkap
pembuktian itu dengan alat-alat bukti lain tidak ada, maka bolehlah
Pengadilan Negeri ex officio memerintahkan pengangkatan sumpah
suppletoir kepada salah satu pihak guna menggantungkan
pemutusan perkara daripadanya, ataupun memerintahkan
pengangkatan sumpah taestimatoir kepada penggugat guna
menetapkan jumlah uang yang akan diperkenankan (Pasal 155 RIB,
182 Rbg).
Sumpah Decisoir, beslissende eed (Bld), sumpah pemutus. Apabila
tuntutan penggugat atau pembelaan tergugat terhadap tuntutan itu
sama sekali tidak terbukti, maka bolehlah pihak yang satu memohon
diperintahkan sumpah decisior kepada pihak yang lain, guna
menggantungkan pemutusan perkara daripadanya, asal sumpah itu
mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang harus
angkat sumpah. (Pasal 156 RIB, 183 RBg).31
31 Subekti dan R. Tjitro Soedibio, Op Cit, Hal. 106 – 107
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Menyimak pendapat di atas maka inisiatif sumpah pelengkap
(suppletoir) tergantung kepada hakim kepada pihak mana yang
diperintahkan mengangkat sumpah. Selanjutnya ditegaskan oleh
Pasal 1943 BW bahwa "pihak yang diperintahkan hakim tersebut tidak
dapat mengembalikan perintah sumpah suppletoir itu kepada pihak
lawan.32
Pembuktian tertinggi adalah bukti tulisan. Bukti tertulis ini dapat
berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan dan yang berwenang
dan yang dapat membuat akta autentik adalah Notaris. Untuk itulah
negara menyediakan lembaga yang bisa membuat akta autentik. Negara
mendelegasikan tugas itu kepada Notaris seperti tertera pada Pasal 1868
KUH Perdata jo S. 1860/3 mengenai adanya Pejabat Umum, yaitu pejabat
yang diangkat oleh negara untuk membantu masyarakat dalam
pembuatan akta autentik. Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah
Notaris dan lambang yang digunakan sebagai cap para Notaris adalah
lambang negara. Notaris adalah Pejabat Umum, hal ini dapat juga dilihat
di dalam pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris Dalam Memberikan Pelayanan
Kepada Masyarakat Senantiasa Berpedoman Kepada Kode Etik Profesi.33
Alat bukti autentik merupakan pembuktian yang kuat bagi mereka
yang  mengajukan dalam sebuah persidangan, karena alat bukti autentik
merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, maka dalam sebuah
perkara jika salah satu pihaknya mengajukan alat bukti autentik, misalnya
32Ibid
33 Syafran Soyfan, Ibid
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sertifikat hak milik atas tanah sudah dapat disangkakan bahwa ia adalah
pihak yang akan menang dalam perkara tersebut selama tidak ada
sangkalan atau pembuktian sebaliknya dari pihak lawan.34
Akta autentik sebagai asas berlaku sebagai asas berlaku acta publica
probant sese ipsa, yang berarti suatu akta yang tampak lahirnya sebagai
akta serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu
berlaku atau dianggap sebagai akta autentik, hal ini berarti tanda tangan
pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya.
Jika ada yang menyangkal maka beban pembuktian terletak pada pihak
yang menyangkal akta tersebut, ini berbeda halnya dengan akta dibawah
tangan dimana jika disangkal maka yang harus membuktikan
kebenarannya adalah pihak yang mengajukan akta dibawah tangan
tersebut, ketentuan ini terikat pada ketentuan khusus yang diatur dalam
Pasal138 HIR, 164 Rbg dan 148 Rv. Dari penjelasan itu nyatalah bahwa
akta autentik jika dijadikan alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara
perdata cukup mampu untuk memenangkan pihak yang memilikinya jika
tidak terbukti sebaliknya.
Adapun kelebihan dari akta autentik adalah apabila disangkal oleh
pihak lawan, maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikan.
Selama belum ada bukti yang bertentangan (sebaliknya), segala apa yang
dimuat dalam akta tersebut harus dianggap benar, sehingga walaupun
34Sulaiman, 2008, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Autentik
Sebagai Alat Bukti dipengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta :  Universitas
Muhammadiyah, Hal. 57
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akta autentik merupakan alat bukti sempurna, masih dapat digugurkan
dengan bukti lawan yang kuat misalnya bisa dibuktikan kepalsuan tanda
tangan.Meskipun tidak ada pengaturan khusus, tentang cara memeriksa
alat bukti surat seperti yang diatur dalam Pasal 304 HIR, maka harus
diingat bahwa sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam
KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang
diajukan di persidangan. Adapun yang dicari dalam hukum acara pidana
adalah kebenaran materiil atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya
hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat
atau akta autentik.
Disamping itu harus diingat pula tentang adanya minimum
pembuktian, walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi
(autentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan
undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun
nilai kesempurnaannya, pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak
mendukung untuk  berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan
formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup
sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan
dukungan dari alat bukti lain. Dengan demikian sifat kesempurnaan
formalnya, harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang
ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak
dapat menjatuhkan putusan dengan sekurang-kurangnya minimal dua alat
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bukti dan dari alat bukti tersebut akan muncul keyakinan hakim untuk
memutuskan suatu perkara pidana tersebut.35
Apabila akta notaris dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara
pidana, maka hakim tetap mempercayai kebenaran isi akta tersebut
selama tidak ada bukti lawan. Perkara pidana yang melibatkan akta
notaris sebagai alat bukti hanya sebatas membuktikan saja bahwa dalam
proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana
yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan pihak yang di rugikan.
Namun semuanya dikembalikan kepada keyakinan hakim. Apabila hakim
menganggap bahwa alat bukti surat tersebut belum cukup untuk
dibuktikan maka hakim dapat mengabaikan alat bukti tersebut. Hal ini
dikarenakan dalam hukum acara pidana hakim dalam melakukan
pembuktian harus berpegang pada batas minimum pembuktian dalam
acara pidana. Hal ini mengingat bahwa kekekuatan hukum akta notaris
adalah sempurna dan hakim tidak boleh menanyakan isi akta karena
hakim terikat oleh akta tersebut.
Pada dasarnya pembuktian adalah suatu proses persidangan di
mana masing-masing berupaya untuk meyakinkan atau memberi
kepastian kepada Hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan mengenai
kebenaran ketidakbenaran peristiwa atau keadaan tertentu. Dengan
demikian tujuan pembuktian adalah putusan Hakim atas perkara yang
diperiksa yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Meskipun dalam
35 M. Yahya Harahap, 1985, Op cit, Hal, 837
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perkara perdata bukan kebenaran materiil yang menjadi tujuan, tetapi
tidak berlebihan apabila putusan itu hendaknya obyektif berdasarkan alat
bukti yang diajukan.
Dengan demikian putusan tersebut, sekaligus tercipta suatu
kepastian hukum atau kepastian hak dari masing-masing pihak. Ini juga
merupakan tujuan pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak.
C. Kewajiban Ingkar Notaris
Seorang notaris harus menjaga kepentingan para pelanggan dan
mencari jalan yang paling mudah dan murah, tetapi hal ini tidak boleh
dipakai sebagai alasan untuk menyelundupkan ketentuan undang-undang.
Sebab seorang notaris tidak hanya mengabdi pada masyarakat tetapi juga
kepada pemerintah yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Jika
notaris melakukan suatu penyelewengan, walaupun kecil suatu saat pasti
akan menjadi bumerang pada dirinya sendiri.
Jika merujuk pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014
yang menyatakan “Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib untuk
bertindak, amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hukum”.
Keinginan-keinginan para pihak harus dapat dituangkan secara benar dan
jelas kedalam isi akta oleh notaris tanpa mengenyampingkan kaedah-
kaedah hukum yang berlaku dan jangan sampai ada keberpihakan notaris
terhadap salah satu pihak.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh
Ardana Restika, Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan dari
memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang pengadilan, maka
yang dimaksud dengan konstruksi ideal hak ingkar adalah suatu
pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang dicita-
citakan dan seharusnya diterapkan terhadap hak ingkar, yaitu untuk
dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di muka sidang
pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UUJNP) memenuhi konstruksi ideal apabila terpenuhinya
landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis.36
Notaris menyandang suatu etika profesi dimana etika profesi
merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya
profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas,
sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi
masing-masing.37
Notaris Makmur Ritonga, SH, MKn menjelaskan bahwa “Setiap akta
yang dibuat di hadapan notaris oleh para pihak harus dijaga
kerahasiaannya dan dilindungi dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan
amanat Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2014 tentang sumpah jabatan notaris.
36Ardana Restika, 2016, Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca
Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitus Nomor 49/PUU-X/2012 dan Perubahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Jurnal Hukum Lex
Reinaissance, No. 2 Vol. 1 Juli 2016, Hal. 52
37Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, Op cit, Hal. 226
75
Dengan demkian perlunya Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
untuk menjaga independensi dan kehormatan notaris dari pihak
manapun.38
Melalui UUJN, negara mewajibkan seorang Pejabat Notaris untuk
merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna
pembuatan akta. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta ini membuat
Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, memberitahukan
bahwa isi akta, grosse akta, dan salinan akta ataupun kutipan akta,
kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau
orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.
Merahasiakan isi akta dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang
diperoleh guna pembuatan akta, menjadikan hal tersebut sebagai rahasia
jabatan Notaris. Kewajiban merahasiakan akta yang dibuat oleh Pejabat
Notarisyang diperintahkan undang-undang (mandatory) tersebut,
diperkuat dengan adanya sumpah/janji jabatan Notaris, dalam sumpah
jabatan Notaris tersebut didalamnya disampaikan bahwa seorang Pejabat
Notaris wajib untuk melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur,
saksama, mandiri dan tidak berpihak. Seorang Pejabat Notaris
seharusnya mempunyai sifat atau dasar karakter seorang Pejabat umum
yaitu:
38 Wawancara dengan Notaris Makmur Ritonga, SH., MKn, Notaris di Kota
Medan, tanggal 7 Mei 2018
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1) Amanah: dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu
melaksanakan perintah dari para pihak/orang yang menghendaki
Notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu
akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir
akta.
2) Jujur: tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.
3) Seksama: yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta
agar tidak merugikan para pihak.
4) Mandiri: Notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu
berstruktur hokum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan
hukum kepada klien.
5) Tak berpihak: netral, tidak memihak pada satu pihak.
6) Menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai
dengan kode etik Profesi, kehormatan, martabat dan tanggung
jawab sebagai Notaris.
7) Menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik Profesi,
kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris:
menjaga kehormatan martabat Profesi Notaris, termasuk tidak
menjelekkan sesama kolega Notaris atau perang tarif.
8) Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam
pelaksanaan jabatan; Merahasiakan isi akta dan keterangan yang
.diperoleh, maksudnya Notaris harus mendengarakan keterangan
dan keinginan klien sebelum menuangkannya dalam bentuk akta.
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UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf F UUJN No. 02 Tahun 2014 yang
didalamnya menyatakan bahwa:
Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya
dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta
sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang
menentukan lain.
Notaris dalam menjalankan kewajibannya menganut beberapa
asas yang dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.
Asas atau prinsip  merupakan sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar,
tumpuan, tempat untuk menyadarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu
hal yang hendak dijelaskan. 39 Asas-asas dalam pelaksanaan tugas
jabatan Notaris yang baik adalah sebagai berikut:40
a) Asas Persamaan;
Sesuai dengan perkembangan zaman, institusi Notaris telah
menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya
UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris. dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat Notaris tidak boleh membeda-
bedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosialekonomi
atau alasan lainnya. hanya alasan hukum yang dapat dijadikan
dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada pihak
yang menghadap.
39 Mahadi, 1989, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, Hal. 119
40 Philipus M. Hadjon dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia
(Introduction to the Indonesian administrative law), Gajah Mada University Press,
Yogyakarta, Hal. 270
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b) Asas Kepercayaan;
Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, yaitu
Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu
mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang
diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1)
huruf f UUJN juncto Pasal 4 ayat (2) UUJN).
c) Asas Kepastian Hukum;
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman
secara normatif kepada aturan hukumyang berkaitan dengan
segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan
dalam akta. Dimana akta yang dibuat oleh Notaris harus sesuai
dengan aturan hukum yang berlaku, yang apabila terjadi
permasalahan akta Notaris dapat dijadikan pedoman bagi para
pihak.
d) Asas Kecermatan;
Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan
mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib
dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta.
Notaris dalam kecermatannya wajib melakukan pengenalan
terhadap penghadap, berdasarkan identitas penghadap.
Menanyakan, mendengarkan serta mencermati keinginan pihak
yang menghadap, memeriksa setiap bukti surat yang berkaitan
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dengan keinginan atau kehendak para pihak, memberikan saran
kepada penghadap, memenuhi teknik dalam pembuatan akta serta
memenuhi kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas jabatannya sebagai Notaris.
e) Asas Pemberian Alasan;
Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus sesuai
dengan alas an serta fakta yang mendukung.
f) Asas Proporsionalitas;
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Notaris wajib
menjaga kepentingan para pihak yang terkaitdalam perbuatan
hukum atau dalam menjalankan tugas jabatannya, wajib
mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
para penghadap.
g) Asas Profesionalitas;
Dalam menjalankan tugas jabatannya mengutamakan keahlian
(keilmuan) berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal tersebut
diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat
dihadapan atau oleh Notaris.
Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya ketika Notaris dipanggil di
pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di
hadapan Notaris. Ketika Notaris dipanggil sebagai saksi di pengadilan,
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maka Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut, sebagaimana diatur
dalam Pasal 224 KUHP.41
Asser menyatakan bahwa:
“Kepada mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 ayat (3)
KUHPerdata diberikan hak ingkar oleh undang-undang, bukan
untuk kepentingan mereka sendiri, akan tetapi adalah untuk
kepentingan umum. Hak ingkar itu hanya berlaku untuk hal-hal
yang disampaikan dengan pengetahuan kepada orang yang
mempunyai kewajiban untuk merahasiakan dalam kedudukannya
sedemikian. Mengenai kedudukan itu hendaknya jangan diberi
batas formal yang sempit. Juga kenyataan sesuatu bahwa sesuatu
pemberitahuan tidak dilakukan secara strikt vertrouwelijk atau
sangat rahasia tidaklah berarti, bahwa ia begitu saja dapat
melepaskan haknya untuk menggunakan hak ingkarnya, demikian
juga dalam hal yang menjadi persoalan telah diketahui sejak dari
mulanya oleh para pihak yang berperkara”.42
Sedangkan Habib Adjie mengatakan bahwa:
Kewajiban ingkar tersebut merupakan instrumen yang sangat
penting yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris, akan tetapi
ternyata dalam praktik, kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan
oleh para Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa
oleh MPD, MPW, atau MPP atau dalam pemeriksaan oleh penyidik
atau persidangan lebih suka buka mulut untuk menceritakan dan
mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang
dibuat oleh atau di hadapan Notaris, sehingga jabatan Notaris
sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicederai oleh para
Notaris sendiri.43
Noyon berpendapat bahwa:
Notaris tidak hanya diwajibkan untuk merahasiakan serapat-
rapatnya isi akta, akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan
kepadanya dalam jabatannya tersebut yang tidak dimuat dalam
41 Habib Adjie,2008,Op cit,Hal. 83
42 Asser dalam G.H.S. Lumban Tobing, Loc.Cit., Hal.  125.
43Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No.
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bandung:  Refika Aditama,Hal 89.
81
akta, yakni yang diketahui karena jabatannya atau uit hoofed van
zijn ambt.
Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat dari G.H.S. Lumban
Tobing , yang tidak setuju dengan pendapat menyatakan bahwa tidak ada
kewajiban bagi para Notaris untuk merahasiakan apa yang diberitahukan
kepadanya selaku Notaris oleh kliennya. G.H.S. Lumban Tobing
berpendapat bahwa:
Dalam praktek kenotariatan bahwa sebelum dibuat sesuatu akta oleh
Notaris, senantiasa diadakan pembicaraan terlebih dahulu mengenai
segala sesuatu yang diinginkan oleh klien dan yang juga perlu diketahui
oleh Notaris untuk kemudian dituangkan dalam suatu akta, yang mana
justru pada umumnya lebih banyak dan lebih luas daripada apa yang
kemudian dicantumkan dalam akta itu dan yang mana semuanya itu pada
hakekatnya sangat erat hubungannya dengan isi akta itu. Apabila Notaris
membocorkan isi akta itu sendiri, kalaupun tidak seluruhnya, sekurang-
kurangnya sebagian dari isi akta itu.44
Pada pelaksanaannya ditemukan bahwa notaris dalam menjalankan
jabatannya, yang berhubungan dengan pembuatan akta, yang
menimbulkan permasalahan, mengharuskan seorang notaris dipanggil
sebagai saksi oleh aparat penegak hukum dalam hubungannya terkait
tugas dan jabatannya tersebut,  hal ini menimbulkan sebuah problematika
sendiri bagi notaris, di satu sisi notaris wajib menjaga kerahasiaan atas
akta yang dibuatnya, di satu sisi ia berperan sebagai saksi oleh penegak
44G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit., Hal. 117
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hukum, terlebih negara Indonesia mengaut asas Equality Before the Law
(Persamaan di mata hukum).
Dalam hal ini Notaris Syafnil Gani menjelaskan:
“Hak ingkar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kode etik.
Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris,
kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan
kewajiban ingkar tersebut Hak ingkar ini dalam praktek masih
membingungkan para notaris untuk menggunakannya. Hal ini disebabkan
karena hak ingkar masih berimplikasi dalam pelaksanaannya khususnya
dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana yang dicari adalah
kebenaran materil sehingga kehadiran Notaris sebagai saksi sangat
diperlukan, berlainan dengan perkara perdata yang mencari kebenaran
formil. Kehadiran notaris sudah dapat dianggap ada dengan dihadirkan
akta notaris yang dibuat oleh notaris tersebut.45
Lebih lanjut Notaris Nurlinda Simanjorang mengatakan, “perkara
yang berkaitan dengan jabatan Notaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu
perkara perdata dan perkara pidana. Apabila Notaris tersangkut dalam
perkara perdata, maka hakim mempunyai kewenangan sebatas
membuktikan kebenaran formil dari suatu akta Notaris. Akta Notaris harus
memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam
akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak
yang menghadap yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur
45Wawancara dengan Notaris Syafnil Gani, Notaris di Kota Medan, pada tanggal
10 April 2018
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yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akta Notaris
secara formal membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari,
tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang
menghadap, paraf dan tandatangan para pihak/penghadap, saksi dan
Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh
Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan
atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Apabila
Notaris tersangkut dalam perkara pidana maka hakim mempunyai
kewenangan untuk membuktikan kebenaran materil dari suatu
keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta yang dibuat
oleh atau di hadapan Notaris. Ketika Notaris menggunakan hak ingkarnya
untuk tidak berbicara di pengadilan baik dalam perkara perdata maupun
perkara pidana maka hakim tidak akan memaksanya, namun hakim akan
melihat bukti yang lain seperti akta Notaris apabila dalam perkara perdata
atau keterangan saksi selain Notaris apabila dalam perkara pidana”.46
Pelaksanaan hak ingkar notaris tidak bias diimplementasikan
secara maksimal dikarenakan adanya ketentuan khusus dalam peraturan
perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan sumpah jabatan
notaris. Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
mewajibkan Notaris untuk menggunakan hak ingkarnya untuk menjaga
rahasia akta sesuai dengan sumpah jabatan Notaris yang telah di
ingkrarkan pada diri Notaris. Namun di sisi lain, terdapat ketentuan
46Wawancara dengan Notaris Nurlinda Simanjorang, Notaris did Medan, pada
tanggal 12 April 2018
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peraturan perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah
dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Darurat Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan peradilan
tindak pidana ekonomi dalam Bab III Pasal 19 ayat (2). Dengan demikian
dapat dikatakan munculnya problematika hukum antara kewajiban
notaries dalam menjaga kerahasiaan akta sesuai dengan amanat
sumpah jabatan notaries dan di sisi lain terdapat ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menggugurkan hak ingkar.
Profesi notaris sebagai bagian dari profesi hukum dianggap profesi
yang sangat mulia dan terhormat, karena tujuan dari profesi hukum
adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam kehidupan
masyarakat.47
Kewajiban ingkar Notaris, di dalam UUJN merupakan salah satu
kewajiban Notaris, sehingga melekat pada tugas dan jabatan Notaris.
Oleh karena itu kewajiban ingkar harus dilakukan oleh Notaris dalam
menjalankan jabatannya. Selain kewajiban ingkar Notaris juga memiliki
hak ingkar yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan. Hak ingkar
atau verschoningsrecht Notaris diatur di dalam Pasal 1909 ayat (2)
KUHPerdata, Pasal 146 H.I.R. dapat mempergunakan haknya untuk
mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan
hak ingkarnya atau verschoningsrecht. Hak ingkar tersebut merupakan
47 Yulies Tiena Masriani, 2013, Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam
Ekonomi Islam, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah, 3 (2), Hal. 33
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pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebutkan di atas, yakni
bahwa setiap orang yang dipanggil saksi, wajib untuk memberikan
kesaksian.
Ketentuan Pasal 22 Wet op het Notarisambt 1999 Belanda
menegaskan bahwa Notaris tidak hanya wajib untuk merahasiakan
segala sesuatu keterangan atau pernyataan maupun informasi
yang diperoleh berkaitan dengan pembuatan akta yang
bersangkutan. Selain Notaris kewajiban menjaga kerahasiaan juga
berlaku bagi karyawan Notaris yang bersangkutan, dan kewajiban
menjaga kerahasiaan tersebut berlaku sampai jabatan Notaris
tersebut berakhir (pensiun).48
Kewajiban ingkar Notaris merupakan perlindungan bagi para pihak
yang telah memberi kepercayaan kepada Notaris, bahwa Notaris mampu
untuk menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang
pernah diberikan dihadapan Notaris yang berkaitan dengan pembuatan
akta. Sedangkan hak ingkar Notaris merupakan perlindungan bagi Notaris
dalam hal pemberian kesaksian di muka pengadilan karena berkaitan
dengan jabatannya. Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap
ketentuan umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang cakap
berkewajiban memberikan kesaksian di muka pengadilan, baik dalam
proses perdata maupun dalam proses pidana.49
Dengan demikian seorang Notaris tidak dapat memberikan
keterangan kesaksian khususnya dalam penyidikan, penuntutan dan
persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut ada 2 (dua) golongan aliran
yaitu:
48 Firman Floranta Adpnara, Op cit, Hal. 56-57
49 Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 170 KUHAP
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Pertama, Aliran absolut, yang berpendirian bahwa semua hal yang
bersangkutan dengan isi akta yang dibuatnya dan semua hal yang
bersangkutan dengan isi akta yang dibuatnya dan rahasia klien
mutlak harus dirahasiakan tanpa pengecualian. Hal ini tentunya
sangat bertentangan dengan kepentingan negara atau umum dan
tidak berdasarkan logika serta tidak dapat dipertahankan dengan
argumentasi yang sehat;
Kedua, Aliran nesbi, yang berpendapat bahwa kewajiban
menyimpan rahasia dapat dilepaskan apabila ada kepentingan
yang lebih tinggi yaitu demi kepentingan umum atau negara.50
Hal tersebut memberikan pilihan yang sulit bagi Notaris, apakah ia
akan memilih berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat
umum/negara atau menjaga kepentingan jabatan atau profesinya, yang
keduanya menimbulkan resiko bagi Notaris tersebut. Apabila Notaris
memilih untuk melepaskan hak dan kewajiban ingkar, maka dapat dituntut
berdasarkan ketentuan Pasal 322 KUHP menegaskan apabila sengaja
membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena
jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu,
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda
sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Jika kejahatan itu dilakukan
terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut
atas pengaduan orang itu. Yang diancam hukuman dalam Pasal ini ialah
orang yang dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang wajib ia
simpan karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun
yang dahulu. Yang dimaksud rahasia ialah sesuatu yang hanya boleh
diketahui oleh yang berkepentingan. Siapa yang diwajibkan menyimpan
50 Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan
Akta, Bandung :  Mandar Maju, Hal.  255.
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rahasia, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri oleh hakim. Orang
itu misalnya: seorang dokter harus menyimpan rahasia penyakit
pasiennya, seorang pastur harus menyimpan rahasia dari orang yang
melakukan pengakuan dosa dihadapannya, seorang Notaris penyimpan
arsip rahasia harus menyimpan kerahasiaan isi surat-surat yang
disampaikan kepadanya.
Sedangkan apabila ia mempergunakan hak dan kewajiban ingkar
dengan tetap merahasiakannya, maka dapat dituntut berdasarkan
ketentuan Pasal 224 KUHP menegaskan barang siapa yang dipanggil
menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa
dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-
undang yang harus dijalankannya dalam kedudukan tersebut di atas.
Dalam perkara pidana di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya
sembilan bulan; dalam perkara lain di pidana dengan pidana penjara
selama enam bulan. Menurut Pasal 80 RIB (Reglemen Indonesia yang
diperbaharui), orang yang dipanggil oleh polisi atau jaksa untuk menjadi
saksi, ahli atau juru bahasa harus datang menghadap, apabila tidak
menghadap ia dipanggil sekali lagi disertai perintah untuk membawanya
dengan kekuatan polisi artinya jika perlu dengan kekerasan, dan Pasal
522 KUHP menegaskan barang siapa yang dengan melawan hukum,
tidak datang kalau dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi,
menjadi orang ahli atau juru bahasa di pidana dengan pidana denda
sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Yang diancam hukuman
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dalam pasal ini ialah orang yang tidak memenuhi panggilan hakim untuk
menjadi saksi, orang ahli, atau juru bahasa pada suatu sidang pengadilan,
dengan melawan hukum. Yang dimaksud dengan melawan hukum disini
ialah bahwa tidak datangnya orang itu ke sidang pengadilan tidak disertai
alasan yang sah misalnya sakit, sedang bepergian keluar kota dan
sebagainya. Apabila tidak hadirnya orang itu ke sidang pengadilan karena
memang disengaja maka ia dikenakan Pasal 224 KUHP.
D. Pengaturan Kewajiban Merahasiakan Akta Dibuat Oleh Atau di
Hadapan Notaris
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus
berdasarkan pada  ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-
undang dan kode etik notaris. Namun pada kenyataannya saat ini ada
juga notaris dalam membuat akta autentik secara bentuk merupakan akta
autentik namun proses pembuatannya hingga menjadi akta autentik
tersebut tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-
undang. Hal ini menunjukkan bahwa seorang notaris dalam menjalankan
tugas jabatannya dapat juga merugikan orang lain. Namun pada
kenyataannya tidak semua kesalahan yang terjadi pada akta notaris
merupakan kesalahan notaris, karena notaris hanya menuliskan apa yang
menjadi kehendak para pihak. Notaris bisa saja diperiksa dalam perkara
pidana dan dimintakan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya,
walaupun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-
undang bahwa notaris harus menjaga kerahasiaan isi akta tersebut,
namun pada kenyataannya dalam pemeriksaan perkara pidana ada
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notaris yang dimintakan kesaksianya terhadap akta yang telah dibuatnya
demi penegakan hukum dan kepastian hukum.
Pemeriksaan Notaris dalam perkara di pengadilan baik mengenai
tindak pidana maupun gugatan perdata sejak lahirnya Peraturan Jabatan
Notaris (Staatsblad 1860 Nomor 3) yang merupakan pengganti peraturan
Pemerintah Kolonial Belanda, sampai dibentuknya Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah
disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (UUJNP), dikategorikan dalam kasus yang sangat
mengancam kedudukan Notaris karena konstruksi peraturan perundang-
undangan yang selama ini diterapkan banyak mengalami pergeseran.
Konstruksi ideal yang belum terbentuk dalam peraturan yang
mengatur tentang jabatan Notaris mengakibatkan Notaris dalam
menjalankan jabatannya, seringkali praktiknya terlibat dengan perkara
hukum yang mengakibatkan Notaris dipanggil sebagai saksi. Notaris yang
terlibat dalam perkara hukum antara lain disebabkan karena adanya
kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu
sendiri maupun kesalahan para pihak, atau salah satu pihak yang tidak
memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya
itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak), atau telah ada
kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan
kerugian pada pihak lain.
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Profesi notaris sebagai bagian dari profesi hukum dianggap profesi
yang sangat mulia dan terhormat, karena tujuan dari profesi hukum adalah
untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam kehidupan masyarakat.
Sehingga membuat masyarakat percaya akan profesi notaris.51
Kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa ini ternyata seringkali
dalam prakteknya sering terabaikan atau dilupakan termasuk sumpah
atau janji yang pernah diucapkan, seakan-akan sumpah dan janji itu
hanya pemanis saja atau sekedar persyaratan formal pada waktu
pengangkatan seseorang menjadi seorang pejabat notaris.
Adanya sumpah atau janji notaris yaitu bahwa notaris akan
merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan
jabatan notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e
UUJN), bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala
sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang
diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan
kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ayat ini merupakan
salah satu kewajiban notaris. Selain itu dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata buku keempat Pasal 1909 ayat (3) huruf e ditentukan
bahwa segala siapa yang karena kedudukannnya, pekerjaannya dan
jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan seuatu,
namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya
dipercayakan kepadanya sebagai demikian. Selain itu didalam kode etik
51 Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta:
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Hal. 449
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pada pasal 4 ayat (15) huruf C ditetapkan notaris dilanggar melarang isi
sumpah jabatan.
Hak ingkar merupakan terjemahan dari verschoningrecht yang
artinya adalah hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan
keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata
maupun perkara pidana. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan
pasal 1909 KUHPer bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi
wajib memberikan kesaksian.
Selanjutnya mengenai pengertian hak ingkar notaris, G.H.S
Lumban Tobing menyebutkan bahwa, hak ingkar adalah hak untuk
menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari
kesaksian (verchoningrecht). Di dalam hak ingkar notaris tersebut
terkandung kewajiban untuk tidak bicara (verschoningsplicht) sehingga
notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara (verchoningrecht), akan
tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (verschoningrecht).52
Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga
merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan terkena sanksi
menurut undang-undang. notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara,
akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara.53
Secara yuridis hak ingkar notaris adalah Pasal 1909 ayat (3)
KUHPer serta mengacu pada pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR. Sedangkan
52 GHS Lumbantobing,1992, Op cit, Hal 78
53 GHS Lumbantobing, 1992,Ibid, Hal 78
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kewajiban ingkar notaris berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) UUJN
serta pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.
Dalam konstruksi hukum kenotariatan bahwa salah satu tugas
jabatan notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan
penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta autentik dengan
meperhatikan aturan hukum yang berlaku”. Hal ini sebagaimana tersebut
dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:
“….Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang
dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris
tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara
materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan
notaris tersebut”.54
Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak hanya perlu
merahasiakan apa saja yang tercantum dan tertuang dalam akta yang
dibuat dihadapannya, akan tetapi juga apa yang diketahui dan
diberitahukan dalam rangka pembuatan akta.
Pengertian hak ingkar (verschoningsplicht) dapat ditemukan
didalam Pasal 1909 ayat (3) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang berbunyi: segala siapa yang karena kedudukannya,
pekerjannya atau jabatannya menurut undang undang diwajibkan
54 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973
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merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal
pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.55
Hak ingkar sebagai sebagai imunitas hukum untuk kewajiban
memberikan kesaksian dipengadilan, bagi jabatan-jabatan tertentu, antara
lain notaris dengan dasar Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 angka (3e) BW,
Pasal 40 juncto Pasal 17 PJN, dan Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR.56
Latar belakang notaris melaksanakan hak ingkar dalam proses
penegakan hukum sebenarnya adalah untuk memberikan perlindungan
bagi kepentingan umum, karenanya dengan demikian dalam
pelaksanaannya penggunaan hak ingkar maupun kewajiban ingkar dalam
merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya, harus
didasarkan kepentingan umum. Dalam hal seorang notaris harus
merahasiakan isi akta yang dibuatnya, maka ini mempunyai dasar yang
bersifat hukum publik.
Seorang notaris yang dipanggil untuk menjadi saksi atau terdakwa
wajib hadir dan memberi keterangan sesuai Pasal 112 ayat (2) KUHAP,
yang berbunyi: Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik.
Namun hak ingkar adalah hak seseorang tentang yang diadili untuk
dibebaskannya dari memberi keterangan tentang sesuatu rahasia yang
berkaitan dengan jabatannya atau akta yang dibuatnya dan keterangan-
55 Muhammad Ilham Arisaputra, 2012, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga
Kerahasian Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris, Jurnal Perspektif, 27 (3)
September, Hal. 173
56 Paulus Efendi Lotolung, 2003,Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku
Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya, Seminar Refreshing Course Ikatan
Notaris Indonesia, Bandung , 23 Januari  Hal. 2
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keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai sumpah atau
janji jabatan.
Dalam Pasal 146 ayat (1) RIB (H.I.R) untuk memberikan kesaksian,
mereka yang dapat mengundurkan diri atau dibebaskan (vershoning)
adalah:
a. Saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan
ipar perempuan dari salah satu pihak;
b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dan saudara laki-laki
dan perempuan dari laki-laki atau istri dari salah satu pihak;
c. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya
yang sah diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata
hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.
Lebih jauh lagi, Pasal 146 ayat (1) butir (3) huruf E RIB (H.I.R) sebenarnya
seorang notaris memiliki kewajiban menyimpan rahasia jabatan, yaitu
rahasia mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam
pembuatan akta. Kewajiban inipun ditegaskan dalam UUJN Pasal 4 yang
menjelaskan tentang sumpah atau janji jabatan notaris dan pasal 16 ayat
(1) huruf E tentang kewajiban ingkar. Adapun ruang lingkup rahasia
jabatan notaris meliputi obyek dan subyek rahasia jabatan notaris, yang
terdiri dari: isi akta atau segala sesuatu mengenai akta yang dibuat notaris
dan keterangan yang diperoleh pada saat pembuatan akta notaris.
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Sedangkan subyek rahasia jabatan, yaitu kepada siapa saja
rahasia jabatan notaris dapat diberitahukan sesuai ketentuan Pasal 54
dan Pasal 66 UUJN, yaitu:
a. Orang-orang yang berkepentingan lansung pada akta, yaitu
para penghadap yang meminta pada notaris untuk dibuatkan
sebuah akta, merekalah yang akan menandatangani akta yang
dimintakan tersebut.57
b. Ahli waris dari para penghadap, yaitu mereka karena undang-
undang memperoleh hak untuk mendapat warisan dari
penghadap yang membuat akta mengenai waris di hadapan
notaris
c. Orang yang memperoleh hak dari orang-orang tersebut;
d. Pihak-pihak yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan, mereka adalah orang-orang yang oleh undang-
undang diberi pengecualian untuk dapat memperoleh
keterangan dari notaris, misalnya KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi), BPK (Badan Penyelidik Keuangan) dan lembaga
lainnya;
e. Polisi Negara Republik Indonesia sebagai penyidik dengan
persetujuan. Polisi dapat saja diperbolehkan memperoleh data
dari notaris mengenai akta yang dibuatnya, asal saja dia sudah
mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN);
f. Jaksa penuntut umum dengan persetujuan MKN. Jaksa
penuntut umum juga diharuskan memperoleh persetujuan dari
MKN sebelum dia meminta keterangan dari notaris mengenai
akta yang telah dibuatnya; dan
g. Hakim dengan persetujuan MKN. Hakim meskipun memiliki
kewenangan untuk memperoleh kebenaran namun dalam
undang-undang yang ada, diluar hal-hal yang dikecualikan,
hakim harus meminta persetujuan MKN.58
Dengan adanya perubahan UUJN, untuk proses peradilan,
penyidik, penuntut umum, dan hukum maka bunyi dari Pasal 66 yang
dahulu meminta izin kepada MPD sekarang diganti kepada MKN, maka
kewenangan dari MKN adalah:
57 Aryani Witasari, 2012, MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Hukum, Volume 28, Nomor 2,
Desember, Hal. 882
58 Miranda,Op.cit, Hal. 25
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a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
dan
b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris.
Pasal ini sebenarnya mengugurkan kewajiban ingkar notaris dalam
UUJN Pasal 4 ayat (2) tentang sumpah/janji notaris dan Pasal 16 ayat (1)
huruf E mengenai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu
mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh
guna pembuatan akta.
Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai rahasia jabatan
yang wajib menjaga dan mempetahankan sesuai dengan undang-undang
serta sesuai sumpah/janji jabatan mutlak untuk merahasiakan akta dan
keteranga yang diperoleh dalam pembuatan akta, dengan adanya pasal
undang-undang ini posisinya menjadi lemah.
Namun bilamana seorang notaris diminta membuka rahasia jabatan
untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim
yang berwenang untuk mengambil fotokopi akta dan atau surat-surat yang
dilekatkan pada minuta akta serta notaris harus hadir dalam pemeriksaan
yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris, maka
notaris berdasarkan Pasal 170 KUHAP jo Pasal 54 UUJN jo Pasal 16 Ayat
(1) huruf e UUJN, berhak mengajukan permohonan kepada hakim untuk
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dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi untuk membuka rahasia jabatan
yaitu tentang segala hal yang dipercayakan kepadanya karena pekerjaan,
harkat martabat atau jabatan notaris yang mewajibkannya menyimpan
rahasia, dimana hakim akan membuat putusan, apakah menyetujui atau
menolak permohonan tersebut, itu sangat tergantung dari pertimbangan
putusan hakim.59
Pasal 54 ayat (1) juga mendukung hak ingkar notaris, dimana
berbunyi: Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau,
memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta,
kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau
orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan. Apabila hal ini dilanggar oleh notaris, maka Pasal
54 ayat (2) memberikan sanksi sebagai berikut:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.”
59 Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan
Akta, Bandung :  Mandar Maju, Hal. 45.
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BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN INGKAR DALAM
MENJALANKAN JABATANNYA
A. Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Badan yang Memberikan
Persetujuan Pada Penegak Hukum untuk Memeriksa Notaris
Notaris sebagai pejabat umum diberikan sebagian kewenangan
untuk melaksanakan kekuasaan negara dan sekaligus dibenarkan untuk
menggunakan lambang dan cap negara sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 ayat (3) “...lambang
negara dapat dipergunakan pada ..., kabinet presiden dan notaris”.
Jabatan notaris sebagai pejabat umum, sama halnya dengan
jabatan hakim memerlukan kemandirian dalam menjalankan profesi
sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan profesi dan organisasi.1
Pengawasan notaris sebelum perubahan UUJN khususnya mengenai ijin
pemeriksaan Notaris diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 menyatakan,
pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam
melaksanakan pengawasannya Menteri membentuk Majelis Pengawas.
Majelis Pengawas dijelaskan di dalam pasal 1 angka 6 UU No. 30 Tahun
1Yusril Ihza Mahendra, 2006, “Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam
Tata Hukum di Indonesia”, disampaikan pada panel diskusi dalam rangka pelaksanaan
kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Jakarta : Ikatan Notaris Indonesia, 25
Januari, Hal. 5.
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2004 adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban
untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
Keanggotaan Majelis Pengawas berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN
berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari
1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas sebagaimana tertuang
dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 diharapkan dapat memberikan
sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap
pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari
UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.
Berdasarkan Pasal 68 UUJN No. 30 Tahun 2004, Majelis
Pengawas terdiri dari  Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat
Kabupaten/Kota; Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat
Propinsi; dan Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota. Tiap-tiap
jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam
melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. UUJN No. 30
Tahun 2004 tidak memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas
Daerah (selanjutnya disebut MPD) untuk menjatuhkan sanksi apapun
terhadap notaris, tapi hanya Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya
disebut MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP)
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yang berwenang untuk memberikan sanksi. MPW berwenang untuk
memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang diatur dalam
Pasal 77 ayat (1) huruf (e) UUJN No. 30 Tahun 2004, sanksi tersebut
bersifat final yang diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UUJN No. 30 Tahun
2004, dan putusan mengusulkan kepada Majelis Kehormatan Notaris
berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris 3 (tiga) sampai 6
(enam) bulan, serta mengusulkan kepada MPP untuk memberhentikan
tidak hormat dari jabatan notaris tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) huruf (f)
UUJN No. 30 Tahun 2004. MPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi
terhadap notaris seperti yang diatur dalam Pasal 77 huruf (c) dan (d)
UUJN No. 30 Tahun 2004, yaitu: menjatuhkan sanksi pemberhentian
sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian
tidak hormat kepada menteri.2
Majelis Pengawas dalam melaksanakan kewenangan untuk
mengawasi dan melakukan pembinaan kepada Notaris, sering
menemukan adanya penyimpangan pelaksanaan jabatan Notaris yang
dilakukan oleh Notaris dan sberimplikasi pada keterlibatan Notaris dalam
proses peradilan.
Pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta dalam
proses peradilan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 49/PUUX/2012, pada tanggal 28 Mei 2013, yang memutuskan
2 Habib, Adjie, 2009, “Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai
Pejabat Publik”, Refika Aditama, Bandung , Hal.11
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mencabut frase di dalam pasal 66 UUJN yang lama “...dengan
persetujuan Majelis Pengawas Daerah”, berakibat adanya perubahan
dalam proses pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta
untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.
Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUUX/
2012, Notaris pada saat menjadi saksi, terdakwa atau tergugat dalam
suatu kasus, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim yang akan
melakukan pemanggilan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu
dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang mempunyai kewenangan dan
kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30
Tahun 2004.
Kewenangan MPD tersebut kemudian dicabut berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012 3 dan digantikan dengan satu
lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (disebut juga MKN).
Perubahan UU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis
Pengawas Daerah (MPD)” pada Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004.
Intinya, Mahkamah Konstitusi menilai pemeriksaan proses hukum yang
melibatkan notaris tak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah
(MPD). “Sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 2004, jika ingin membuka
isi akta itu harus minta persetujuan dari pengadilan. Namun, setelah UU
3Dahlan, 2006, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana
di Bidang Notaris, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1, (April, 2016), Hal. 38
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No. 30 Tahun 2004 lahir, pembukaan isi akta perlu mendapatkan
persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah”.
Pada saat berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004 ada beberapa
Majelis Pengawas Daerah yang memiliki cara kerja sebagai tempat
berlindungnya notaris, ketika penyidik minta apapun alasannya ditolak. Ini
yang membuat marah penyidik, seakan-akan Majelis Pengawas Daerah
itu menjadi penghalang atau menjadi tempat berlindungnya notaris-notaris
itu. Oleh karena penghapusan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 oleh
Mahkamah Konstitusi, maka terjadi kebingungan di kalangan notaris.
Notaris kurang terlindungi dalam proses pidana terutama ketika notaris
dimintai keterangan terkait akta yang dibuatnya oleh penyidik. Di satu sisi,
notaris diharuskan menjaga rahasia isi akta, tapi sisi lain penyidik dengan
mudahnya memanggil notaris dalam kepentingan penyidikan. Untuk itu
pembuat UU menerbitkan UU No. 2 Tahun 2014 yang mengamanatkan
pembentukan Majelis Kehormatan Notaris.4
Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 Mei 2013 telah
mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Pasal 66
ayat (1) UUJN dan membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis
Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 maka
pemeriksaan proses hukum yang melibatkan Notaris tidak memerlukan
persetujuan MPD lagi dan frasa tersebut dianggap bertentangan dengan
4Anonim, 2016, Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Menjawab
Kebingungan Notaris, (http://www.hukumonline.com)
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam persidangan
dan hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tentu telah
diartikan bahwa putusan ini final dan mengikat (final and binding).5
Pada tahun 2014, pengaturan tentang jabatan Notaris telah
disempurnakan lagi dengan adanya UUJNP. Undang-undang ini
mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam UUJN, antara lain
terkait dengan perlindungan hukum hak ingkar Notaris sebagai saksi yang
diatur dalam Pasal 66, yaitu untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan
pemanggilan Notaris tidak lagi “dengan persetujuan Majelis Pengawas
Daerah” yang frasa tersebut telah dihapus oleh Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, kemudian kembali dimunculkan dalam
UUJNP dengan frasa yang berbeda yaitu menjadi “dengan persetujuan
Majelis Kehormatan Notaris”, yang bunyinya sebagai berikut:
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang
berada dalam penyimpanan Notaris.
(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban
menerima atau menolak permintaan persetujuan.
5Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris (UUJN), diperkenalkan Lembaga Majelis Kehormatan
Notaris (MKN). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yaitu
untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim
dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris, dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris.
Sebagai pelaksanaan dari Pasal 66A ayat (3) UUJN, dikeluarkan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 1 angka
1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 merumuskan
yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan
yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris
dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk
kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi
Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan
yang berkaitan dengan kata atau protokol notaris yang berada dalam
penyimpanan notaris.
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Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan Majelis
Kehormatan Notaris sebagai lembaga Tata Usaha Negara. Dengan
demikian setelah terjadi perubahan UUJN, sebagian kewenangan MPD
khususnya terkait dengan memberikan atau menolak permintaan
persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam
proses peradilan, menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.
Majelis Kehormatan Notaris berkedudukan di Ibu Kota Negara
(Pusat) dan di Ibu Kota Provinsi. Tugas, fungsi, syarat, tata cara
pengangkatan, pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan
anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam PermenkuHam No. 7
Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang diundangkan dalam
Berita Negara pada tanggal 5 Februari 2016.
Pasal 1 Permenkumham No. 7 Tahun 2016, menjelaskan Majelis
Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan
untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan
persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses
peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan
Notaris untuk hadir dalam pemeriksaaan yang berkaitan dengan akta
atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Sebagaimana pernyataan dari Ikatan Notaris Indonesia terkait
dengan kedudukan dari Majelis kehormatan Notaris, pada mulanya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menempatkan di tingkat
pusat, akan tetapi, organisasi berpikiran lain, menginginkan tempat
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kedudukan MKN berada di kabupaten atau kota. Tujuan organisasi
adalah untuk menghindari penumpukan perkara dan melindungi notaris
itu sendiri, jika lembaga pengawas ini ditempatkan di kabupaten atau
kota, lembaga dengan cepat tanggap dapat memberikan keputusan untuk
menyetujui atau menolak permintaan dari penyidik terkait dengan
pengambilan fotokopi minuta akta atau pemanggilan notaris itu sendiri
untuk kepentingan proses peradilan. Pasalnya, undang-undang hanya
memberikan waktu 30 hari untuk memberikan putusan tersebut. Apabila
tidak ada jawaban dalam rentang waktu itu, majelis kehormatan dianggap
menyetujui permintaan tersebut. Hal ini berarti bahwa lembaga yang
mengawasi notaris bukan hanya MPD, PPW, MPP melainkan juga MKN,
namun MKN masih dibahas tiba-tiba ketentuan Pasal 66 UUJN Tahun
2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi.6
MKN merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, sehingga termasuk hal yang dirubah
sebagaimana Penjelasan Umum angka 6 UU No. 2 Tahun 2014 bahwa
beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain pembentukan MKN. Meskipun
dibentuk MKN, namun UU No. 2 Tahun 2014 tidak memberikan definisi
mengenai MKN. Eksistensi MKN dijumpai dalam Pasal 66 UU No. 2
6Wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Notaris
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Tahun 2014 sebagai perubahan atas ketentuan ayat (1) Pasal 66 UU No.
30 Tahun 2004 yang menentukan untuk kepentingan proses peradilan,
penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD
berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan
Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada
dalam penyimpanan Notaris.
Maksud dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004
bahwa apabila untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut
umum, atau hakim memerlukan pemanggilan atau kehadiran notaris
untuk hadir mempertanggung jawabkan atas fotokopi Minuta Akta
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol
Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka harus dengan persetujuan
MPD.
Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tersebut
diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga
Pasal 66 menentukan sebagai berikut: Untuk kepentingan proses
peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan
MKN berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat
yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang
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berada dalam penyimpanan Notaris. Pengambilan fotokopi Minuta Akta
atau surat-surat dibuat berita acara penyerahan. MKN dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat
permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau
menolak permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan
jawaban dalam jangka waktu, MKN dianggap menerima permintaan
persetujuan.
“Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini membuat hubungan
yang harmonis antara notaris dengan penyidik baik dari Kepolisian
maupun Kejaksaan. Alasannya, karena selama ini para notaris bingung
dan bahkan ragu jika dipanggil penyidik atau peradilan dan diminta untuk
membuka akta autentik yang dibuat”.
Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris bertujuan untuk
melindungi nama baik notaris dari penyidik, penuntut umum, maupun
hakim terhadap pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris.
Artinya, penyidik kepolisian tak bisa langsung memanggil notaris-notaris
untuk kepentingan proses peradilan. Dengan demikian Penyidik harus
melalui persetujuan rapat di Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu
sebelum memanggil Notaris. Akan tetapi apabila ditemukan ada indikasi
tindak pidana dalam akta yang dibuat notaris, maka Majelis Kehormatan
Notaris akan memberikan izin pemeriksaan Notaris.
Keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Notaris ini adalah
“menggantikan” peran Majelis Pengawas Daerah dalam menyetujui atau
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menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris
oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Majelis Kehormatan Notaris ini
merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan
yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau
pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam
menegakkan UUJN bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai
Notaris.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan
eksistensi MKN menggantikan posisi MPD yakni memberikan persetujuan
atau penolakan pemanggilan notaris dalam pemeriksaan penyidikan,
penuntut umum, atau hakim dan pengambilan fotokopi Minuta Akta
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol
Notaris dalam penyimpanan Notaris.
B. Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan
Persetujuan Kepada Penegak Hukum Untuk Memeriksa Notaris.
1. Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris (UUJN), dibentuk lembaga Majelis Kehormatan
Notaris (MKN). Tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis
kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
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Peran MKN sangat diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan
dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari
pemasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris sebagai
lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Kehadiran MKN ini diharapkan
dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi
Notaris serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun
kuratif dalam penegakan UUJN dalam menjalankan tugas jabatannya
sebagai pejabat umum.
Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris
Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan
Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di Ibukota Negara
Republik Indonesia, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Daerah
dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di
ibukota Provinsi.7
Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan  Majelis Kehormatan
Wilayah terdiri dari unsur pemerintah, notaris dan ahli atau akademisi
yang beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua, dan
c. 5 (lima) orang anggota.8
7Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Permenhum HAM No. 7 Tahun 2016 tentang
Majelis Kehormatan Notaris
8Pasal 3 Permenhum dan HAM Nomor7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan
Notaris
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Majelis Kehormatan Notaris Pusat bertugas melaksanakan
pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan
tugasnya dan berfungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis
Kehormatan Notaris Wilayah.9 Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris
Wilayah bertugas sebagai berikut:
a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh
penyidik, penuntut umum dan hakim; dan
b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan,
penuntutan dan proses peradilan.10
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memliki fungsi melakukan
pembinaan dalam rangka:
a. Menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi
jabatannya; dan
b. Memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban
notaris untuk merahasiakan isi akta.11
2. Wewenang Majelis Kehormatan Notaris
Dalam Pasal angka 1 Permenhum Nomor 7 tahun 2016 dinyatakan
bahwa  Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban
9Pasal 17 Permenhum dan HAM Nomor7 Tahun 2016 tentang Majelis
Kehormatan Notaris
10Pasal 18 ayat (1) Permenhum dan HAM Nomor7 Tahun 2016 tentang Majelis
Kehormatan Notaris
11Pasal 18 ayat (2) Permenhum dan HAM Nomor7 Tahun 2016 tentang Majelis
Kehormatan Notaris
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memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan
dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan
pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan Majelis
Kehormatan Notaris  sebagai lembaga Tata Usaha Negara. Dengan
demikian setelah terjadi perubahan UUJN, sebagian kewenangan MPD
khususnya  terkait dengan memberikan atau menolak permintaan
persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam
proses peradilan, menjadi kewenangan  Majelis Kehormatan Notaris.
Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum,
atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris
Berdasarkan Pasal 20 Permenhum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016
tentang Majelis Kehormatan Notaris, Kewenangan Majelis Kehormatan
Notaris Wilayah  meliputi:
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a. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan
kepada majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik,
penuntut umum atau hakim;
b. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat
yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam
penyimpanan notaris, dan
c. Pemberian persetujuan atau penolakkan terhadap permintaan
persetujuan, pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan,
penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan kata atau
protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
Terkait dengan wewenang ini, sebelumnya adalah wewenang
Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur  dalam Pasal 66 UUJN,
yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,
penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas
Daerah. Dengan adanya pengalihan sebagian wewenang dari MPD
lembaga MKN, bukan berarti lembaga MPD tidak berfungsi lagi. Karena
masih banyak wewenang lain yang masih merupakan wewenang MPD.
Keberadaan lembaga MKN ini adalah “menggantikan” peran MPD
dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan
fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN
ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil
keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan
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bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris
dalam menegakkan UUJN bagi setiap orang yang menjalankan jabatan
sebagai Notaris. 12
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, MKN dapat melakukan
pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran
terkait dengan adanya dugaan pidana dalam proses pembuatan akta
autentik. Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan
oleh Notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka dalam ini
MKN dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa
dalam proses peradilan. Jika tidak, maka MKN tidak dapat memberikan
persetujuan.
Sebagaimana dijelaskan Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris
Sumut, apabila ada pemanggilan ke notaris dari
penyidik/jaksa/pengadilan, surat panggilan akan dikirimkan ke Majelis
Kehormatan Notaris. Selanjutnya Majelis Kehormatan Notaris akan
membentuk tim inventigasi dan dalam 5 hari MKN akan memanggil notaris
yang bersangkutan untuk diperiksa dan dari hasil pemeriksaan tersebut
MKN akan memberikan jawaban apakah notaris perlu mengahadap atau
tidak ke penyidik/jaksa/pengadilan atau perlu diberikan salinan akta atau
tidak. Jika notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai SOP dengan baik
dan benar maka notaris tidak perlu diperiksa penyidik/jaksa. Akan tetapi
apabila dalam membuat akta, notaris membuat tanda tangan palsu atau
12Dahlan, 2016, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana
di Bidang Kenotariatan”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1, April, Hal. 45
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saksi yang tertera dalam akta tidak ada (dibuat-buat saja), maka hal ini
adalah murni kesalahan notaris sehingga ia harus mempertanggung-
jawabkannya dan wajib menghadap penyidik/jaksa/pengadilan.13
Lebih lanjut Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Sumut
menjelaskan, apabila Majelis Kehormatan Notaris menolak panggilan
untuk notaris, maka penyidik tidak dapat memanggil paksa notaris tetapi
dalam prakteknya ada saja notaris yang langsung dipanggil penyidik tanpa
meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu.
Apabila Majelis Kehormatan Notaris telah menolak pemanggilan
notaris, tetapi penyidik masih bersikeras untuk memanggil notaris maka
dalam hal ini penyidik tetap harus berhubungan dengan Majelis
Kehormatan Notaris, tidak dapat langsung memanggil notaris karena hal
ini adalah tugas Majelis Kehormatan Notaris untuk melindungi para notaris
yang tidak melanggar aturan ataupun notaris yang telah membuat akta
sesuai SOP.
Peran MKN sangat diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan
dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari
pemasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi  Notaris sebagai
lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Kehadiran MKN ini diharapkan
dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi
Notaris.14
13 Wawancara dengan Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Sumatera
Utara, di Medan, tanggal 23 Juli 2018
14Dahlan, 2016, Ibid, Hal. 45-46
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Dengan demikian Majelis Kehormatan Notaris ini pada intinya
berperan untuk melindungi profesi Notaris, bukan melindungi person
Notaris. Dengan demikian, ketika seorang Notaris melakukan atau diduga
melakukan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas
jabatan Notaris, maka Penyidik tidak perlu meminta persetujuan MKN
untuk memeriksanya. Sebaliknya kalau MKN Wilayah (MKNW) menerima
permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris atas dugaan tindak pidana
di luar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka MKNW harus
menolaknya dengan alasan “tidak berwenang” memberikan persetujuan
atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut.
Dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, Ketua Majelis
Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang
beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang ketua merangkap
anggota dan 2 (dua) orang anggota.
Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan dalam waktu paling
lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Majelis
pemeriksa ini berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau
penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim
terkait pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan
pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris
dan pemanggilan notaris. Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa
kemudian akan dilaporakan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris
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Wilayah, yang kemudian wajib dikirimkan Majelis Kehormatan Wilayah
setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.
3. Tata Kerja Majelis Kehormatan Notaris
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan
keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:
a. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum,
atau hakim;
b. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat
yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris; dan
c. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan,
penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau
protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
4. Permohonan Pengambilan Minuta Akta
Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol
Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum,
atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau
protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan
kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah
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kerja Notaris yang bersangkutan. Permohonan tersebut selanjutnya
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya
disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
Permohonan tersebut harus memuat, antara lain nama dan alamat
Notaris, nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau
protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, pokok perkara yang
disangkakan. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib
memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap
permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam
jangka waktu 30 hari terlampaui, “dianggap Majelis Kehormatan Notaris
Wilayah menerima permintaan persetujuan”.
Selanjutnya dalam Pasal 26 ditentukan bahwa Pengambilan minuta
akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan
dalam hal:
a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol
Notaris dalam penyimpanan Notaris;
b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang
kadaluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum
pidana;
c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak
atau lebih;
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d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta;
atau
e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
Selain Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau
hakim untuk kepentingan proses peradilan, MKN Wilayah “dapat”
mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik.
C. Prosedur Pemeriksaan Terhadap Notaris di Hadapan Majelis
Kehormatan Notaris
1. Prosedur Pemanggilan Notaris
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi
hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini
merupakan Asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana sebagai
aktualisasi paradigma supremasi hukum.
Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, adanya perlakuan
khusus untuk pemanggilan bukan hanya bagi Notaris saja, tetapi juga
untuk beberapa jabatan lain yang masing-masing diatur dalam
Undang-Undang tersendiri, seperti:
1. Pemanggilan terhadap anggota Dewan Gubernur menurut UU No.
23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3
Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 49 ditentukan
bahwa, ”Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah
melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan
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dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
tertulis dari Presiden.”
2. Pemanggilan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) menurut UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 53 ayat (1)
ditentukan bahwa, “Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD
dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi
dan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota
DPRD kabupaten/kota.”
Dari kedua contoh di atas diharuskan adanya persetujuan terlebih
dahulu dari pejabat tertentu sebelum dilakukannya tindakan
penyidikan (pemanggilan, pemeriksaan, dan sebagainya). Walaupun
perlakuan khusus dalam pemanggilan sudah dikenal sebelumnya
berkenaan dengan pemanggilan beberapa pejabat tertentu. Hal ini
berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan
bahwa, ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
1.1. Tahap Pengajuan Laporan
Menurut Pasal 21 PERMENKUMHAM NOMOR : M.02.PR.08.10
TAHUN 2004 pengajuan laporan terhadap notaris dapat dilakukan jika:
1. Pihak yang merasa dirugikan mengajukan laporan pelanggaran Kode
Etik dapat ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris, Majelis
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Kehormatan Notaris. Pelanggaran terhadap UUJN yang dilakukan
oleh oknum Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris, yaitu yang
berupa:
a. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal di dalam akta
itu sendiri disebut dan dinyatakan "dengan dihadiri saksi-saksi".
b. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan oleh Notaris.
c. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris,
bahkan minuta Akta tersebut dibawa oleh orang lain dan
ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh
Notaris yang bersangkutan
d. Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi
Notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut
seolah-oleh dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya
atau seolah-oleh dilakukan di tempat kedudukan dari Notaris
tersebut.
e. Seorang Notaris membuka kantor cabang dengan cara setiap
cabang dalam waktu yang bersamaan melangsungkan dan
memproduksi akta Notaris yang seolah-olah kesemua akta
tersebut dibuat di hadapan Notaris yang bersangkutan. Akibat
hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang telah
melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan
Notaris, yaitu kata Notaris tersebut tidak autentik dan akta itu
hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah
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tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang
bersangkutan.
2. Jika laporan atas pelanggaran Kode Etik dilaporkan ke MKN, maka
MKN meneruskan laporan tersebut kepada MPN;
3. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan.
1.2. Tahap Pemanggilan
Menurut Pasal 22 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 TAHUN
2004, Prosedur Pemanggilan Notaris adalah sebagai berikut:
1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor
dan terlapor.
2) Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui
faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
4) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi
tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
5) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang
kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan
dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
6) Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak
hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila
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pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan
laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
1.3. Tahap Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah
Tahap pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pemeriksa Daerah diatur
dalam Pasal 23 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 TAHUN 2004
sebagai berikut:
1. Pemeriksaan dilakukan oleh MPD, dan tertutup untuk umum.
2. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender setelah laporan diterima.
3. MPD harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan
hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
5. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan
kepada MPW ditembuskan kepada pelapor, terlapor, MPP, dan
Pengurus Daerah INI.
6. Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu
MPD melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan
mendengar keterangan pelapor.
7. Dalam pemeriksaan, terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk
menyampaikan tanggapan.
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8. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung
dalil yang diajukan.
1.4. Tahap Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah
Untuk tahap pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pemeriksa Wilayah
diatur dalam Pasal 26 dan 27 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10
TAHUN 2004 sebagai berikut:
1. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil
pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
2. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap
hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
3. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan
terlapor untuk didengar keterangannya.
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak berkas diterima.
5. Putusan harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang
dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dan ditandatangani oleh
Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.
6. Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa
Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan
terlapor direhabilitasi nama baiknya.
7. Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi
sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
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8. Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada
Menteri, pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus
Pusat INI, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
1.5. Tahap Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat
Tahap pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pemeriksa Pusat diatur
dalam Pasal 29 dan 30 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 TAHUN
2004 sebagai berikut:
1. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas
putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
2. Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup
beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis
Pemeriksa Wilayah dibatalkan.
3. Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak
beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis
Pemeriksa Wilayah dikuatkan.
4. Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri
berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.
5. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap
berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
6. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor
untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
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7. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak berkas diterima dan ditandatangani oleh Ketua,
Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.
8. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan
salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pemeriksa
Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris
Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
2. Hukum Acara Pemeriksaan Notaris
Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan tanpa tekanan dan
paksaan dari penyidik atau petugas. Apabila Notaris diperiksa sebagai
tersangka dan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib
menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (selanjutnya
disebut SP3) secepatnya setelah pemeriksaan baik saksi, tersangka
maupun alat bukti dinyatakan selesai.
Hak Ingkar yang dimiliki Notaris terkait perkara pidana tidaklah
dapat dipergunakan, sebab dihadapan hukum setiap warga negara yang
baik wajib memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tak lain
daripada yang sebenarnya. Dan dalam hal ini peranan hakim sangatlah
diperlukan apakah Notaris tersebut perlu atau tidak dalam memberikan
kesaksian dalam proses peradilan. 15
15 R Soegondo Notodisoerjo, 1982, Hukum Notaris di Indonesia, Jakarta :
Rajawali Press, Hal. 56
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Hal ini diperlukan untuk mengetahui dan menilai apakah Notaris
dalam membuat akta telah mematuhi mekanisme sesuai peraturan
perundang-undangan. Sehingga demi tercapainya hal tersebut diperlukan
pemahaman akan Jabatan Notaris dari Para Pihak, Notaris dan Penegak
Hukum yang akan saling berkaitan manakala akta yang diperbuat oleh
atau dihadapan Notaris berindikasi Tindak Pidana.
Namun apabila akta yang diperbuat oleh Notaris berindikasi tindak
pidana dan demi kepentingan umum Notaris harus memberikan
keterangan untuk menemukan menegakkan kebenaran terkait tidak
pidana maka menurut Pasal 170 ayat (2) KUHAP, bahwa hak ingkar dapat
dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut
untuk dibukanya rahasia jabatan terkait dengan akta tersebut serta
adanya ketentuan pengecualian atau mengenyampingkan berlakunya
ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan hak ingkar
berdasarkan Pasal 66 UUJN, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU
Pengadilan Pajak. Dimana Notaris tidak dapat diancam pidana
berdasarkan Pasal 322 KUHP dengan tuduhan membongkar rahasia
jabatan karena berdasarkan Pasal 50 KUHP mengatakan, “barang siapa
melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang
tidak dapat dipidana”.
3. Bentuk Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan
Notaris
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Majelis Kehormatan Notaris adalah salah satu perwakilan yang
mewakili menteri hukum dan hak asasi manusia dengan kewenangan
yang bersifat atributif guna mengadakan pembinaan dan pengawasan
terhadap notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan kode etik
profesinya. Majelis Kehormatan Notaris berperan melindungi profesi
Notaris, bukan melindungi person Notaris, jadi, yang dilindungi adalah
profesinya, bukan Notarisnya. Dengan demikian, ketika seorang Notaris
melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana yang tidak ada
kaitannya dengan tugas jabatan Notaris, maka Penyidik tidak perlu
meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk memeriksanya.
Sebaliknya kalau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW)
menerima permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris atas dugaan
tindak pidana di luar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka MKNW
harus menolaknya dengan alasan “tidak berwenang” memberikan
persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut.
Pada Pasal 66A Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris
menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri
membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Masih dalam Pasal yang sama
dinyatakan komposisi Majelis Kehormatan Notaris berjumlah tujuh orang,
terdiri atas unsur:
1) Notaris sebanyak tiga orang,
2) Pemerintah sebanyak dua orang,
3) Ahli atau Akademisi yang memiliki Ahli.
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Menurut Pasal 67, pengawasan Notaris dilakukan oleh menteri dan
dalam melaksanakan pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis
Pengawas Notaris yang terdiri dari atas tiga orang dari pemerintah, tiga
orang dari organisasi notaris, dan tiga orang dari akademisi.
Setelah dibaca pasal 66A dan 67 Perubahan Undang-Undang
Jabatan Notaris tampak jelas perbedaan kedua majelis itu. Majelis
Kehormatan Notaris berwenang melakukan “pembinaan”, sedangkan
Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan “pengawasan”.
Namun ada sedikit kerancuan pada Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun
2014. Di dalam Pasal 1 kita tidak akan menemukan apa yang dimaksud
dengan Majelis Kehormatan Notaris, kita hanya bisa menemukan apa
yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Notaris. Dalam Pasal 1 angka 6
dikatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris (MPN) adalah suatu badan
yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
Jika seorang notaris yang diawasi terus-menerus melakukan
pelanggaran maka dilakukan penindakan. Untuk ini notaris yang
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan
melihat pelanggaran yang dilakukannya. UUJN menyebutkan bahwa
sanksi yang paling ringan adalah teguran lisan. Sanksi kedua adalah
teguran tertulis, dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian
sementara maksimal 6 bulan. Sanksi yang terakhir adalah pemecatan
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terhadap jabatannya baik dengan hormat atau tidak hormat (Pasal 85
UUJN).
D. Perlindungan Hukum yang diberikan Majelis Kehormatan Notaris
yang Berkaitan dengan Kewajiban Ingkar Dalam Menjalankan
Jabatannya
Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk melaksanakan
sebagian tugas negara di bidang hukum perdata, tidak menutup
kemungkinan bersinggungan dengan permasalahan hukum, meskipun
sudah berhati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Permasalahan hukum tersebut dapat membawanya sampai pada tahap
pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik oleh penyidik, penuntut
umum maupun hakim demi untuk kepentingan proses peradilan.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut
berkaitan dengan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapannya
maupun protokol yang berada dalam penyimpanan Notaris. Aparat
penegak hukum selain memerlukan keterangan Notaris, juga memerlukan
fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta
akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
Pada dasarnya Notaris dalam menjalankan jabatannya terikat oleh
sumpah jabatan yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang salah
satu isinya adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh
dalam pelaksanaan jabatannya. Pengertian merahasiakan isi akta dan
keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan, tidak hanya
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untuk tidak memberitahukan atau membocorkan isi dari akta yang
dibuatnya, akan tetapi termasuk juga tidak memberikan grosse akta,
salinan akta atau kutipan akta serta tidak memperlihatkan isi akta kepada
siapapun sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 54 UUJN, kecuali
kepada para pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut, ahli waris
dan para penerima hak dari akta tersebut. Selain itu Notaris juga
mempunyai hak dan kewajiban ingkar sebagaimana diatur di dalam Pasal
16 ayat (1) huruf f, Pasal 322 KUHP, Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909
KUHPerd, Pasal 146 H.I.R. dan Pasal 89 UU No. 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menegaskan, Dalam menjalankan
jabatannya, Notaris berkewajiban: merahasiakan segala sesuatu
mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh
guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji, kecuali undang-
undang menentukan lain;
Dan di dalam Pasal 322 KUHP menegaskan bahwa:
(1) paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak
sembilan ribu rupiah. Barang siapa dengan sengaja membuka
rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau mata
pencahariannya, baik yang sekarang maupun dahulu, diancam
dengan pidana penjara;
(2) Apabila kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka
perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.”
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Pasal 170 KUHAP menegaskan bahwa: 1. Mereka yang karena
pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan
rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi
keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada
mereka; 2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk
permintaan tersebut.
Pasal 1909 KUHPerdata dan 146 H.I.R., Semua orang yang cakap
untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun
dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian:
pertama, Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam
garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah
satu pihak; kedua, Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam
garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua
dengan suami atau isteri salah satu pihak; ketiga, Siapa saja yang karena
kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang
untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang
dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya
itu.
Pasal 89 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara menegaskan bahwa: pertama, Orang yang dapat minta
pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah:
Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu
pihak; Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya
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diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
martabat, pekerjaan atau jabatannya itu; kedua, Ada atau tidak adanya
dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pertimbangan hakim.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas, hal
yang paling utama bagi Notaris yang karena pekerjaan, harkat martabat
atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia yang dikenal dengan
sebutan kewajiban ingkar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Notaris tidak
memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni yang berkaitan
dengan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan
jabatannya.
Jabatan Notaris merupakan jabatan yang didasarkan pada suatu
kepercayaan atau vertrouwen ambt, oleh karena itu seseorang bersedia
mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan atau
vertrouwen persoon. Notaris selaku jabatan kepercayaan atau vertrouwen
ambt mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang
diberitahukan kepadanya selaku Notaris, walaupun terhadap hal-hal yang
tidak dicantumkan di dalam akta yang dibuatnya. Apabila hal tersebut
dilanggar oleh Notaris, maka ia akan kehilangan kepercayaan publik dan
tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan atau vertrouwen ambt.16
16Firman Floranta Adonara, 2016, Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam
Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Jurnal Perspektif, Volume XXI,
Nomor 1, Edisi Januari, Hal. 55
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Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris awalnya dilakukan
oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kewenangan MPD adalah dalam
hal memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik yang
hendak memanggil notaries guna kepentingan pemeriksaan terkait
dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris (Pasal 66 ayat (1)
UUJN) kewenangan ini merupakan kewenangan khusus (Mutlak) yang
hanya dimiliki oleh MPD dan tidak dimiliki oleh lembaga lainnya (Majelis
Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).17
Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Jabatan Notaris,
juga diikuti dengan adanya “Hak Istimewa” dari Notaris, yaitu
sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004
yang menyatakan : Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik,
Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas
Daerah berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris
yang berada dalam penyimpanan Notaris.
17Irene Dwi Anggarwati, Pertanggungwaban Pidana dan Perlindungan Hukum
Bagi Notaris yang Diprekisa oleh Penyidik  Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu pada
Akta Autentik, (http://hukum.studentjournal.ub.ac.id) , diakses tanggal 12 April 2018
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Berdasarakan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut, maka polisi, jaksa
maupun hakim yang hendak memanggil Notaris untuk diperiksa harus
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MPD, karena tanpa adanya
persetujuan dari MPD maka penyidik tidak dapat secara langsung
memanggil atau memeriksa notaris tersebut. Dalam memberikan
perlindungan hukum, MPD wajib patuh terhadap aturan hukum yang
berlaku, dalam hal tata cara penanganan serta prosedur pemanggilan
notaris yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta dan
Pemangggilan Notaris.18
Apabila terdapat notaris yang diduga telah melakukan pelanggaran
pidana terkait dengan akta yang dibuatnya, maka penyidik yang hendak
memanggil notaries tersebut harus mengajukan permohonan persetujuan
terlebih dahulu kepada MPD dan dalam hal ini MPD berwenang terlebih
dahulu mengadakan siding untuk melakukan pemeriksaan terhadap
notaris tersebut. Dalam sidang tersebut, notaris akan diperiksa terkait
dengan dugaan pelanggaran pidana yang telah dilakukannya dengan akta
yang dibuatnya.
Apabila MPD menemukan bukti yang kuat terkait dengan
pelanggaran yang dilakukan oleh notaris maka MPD dapat memutuskan
agar notaris tersebut untuk diperiksa oleh penyidik, kejasaan atau di
pengadilan sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN.
18Ibid
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Untuk mengisi kekosongan tersebut, maka pemerintah segera
menetapkan perubahan UUJN yang baru dengan salah satunya
membentuk lembaga perlindungan hukum yang baru bagi notaris yaitu
Majelis Kehormatan Notaris. UUJN telah memberikan perlidungan hukum
seara khusus bagi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1)
UUJN.19
Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi notaris dalam
menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai
pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari
Majelis Kehormatan Notaris ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
Alasan diperlukannya persetujuan MKN dalam proses peradilan
pidana selain untuk perlindungan hukum terkait adanya dugaan tindak
pidana dalam akta Notaris, yakni:
a. Notaris dikenal sebagai Pejabat Umum (openbare ambtenaren)
yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan telah dijabarkan
dalam UUJN; Notaris adalah seorang yang dalam menjalankan
jabatannya tidak tunduk pada prinsip equality before the law,
sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti
19 Irene Dwi Enggarwati, Ibid, Hal. 17
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prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang.20 Sepanjang telah
dilaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut maka
seorang yang menjalankan jabatan Notaris adalah “kebal hukum”.
Artinya Notaris tidak dapat dihukum oleh karena atau berdasarkan
perbuatan yang dilakukannya menurut UU yaitu melakukan
perbuatan mengkonstantir maksud/kehendak dari pihak-pihak yang
mengkehendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat
dibuktikan dengan akta autentik21 kecuali jika Notaris yang tidak
dalam kapasitas sebagai Notaris adalah sama dengan orang pada
umumnya, yang tunduk pada prinsip equality before the law dan
tidak “kebal hukum”. Namun hal ini bukanlah berarti bahwa tidak
adanya persamaan di depan hukum karena jika tidak adanya
pengawasan dari MKN maka Notaris sangat rentan untuk
melanggar hak-hak orang lain, yakni membongkar rahasia
jabatannya, yang mana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN
dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN tentang rahasia jabatan, dan
juga dapat melanggar Pasal 54 UUJN.22
b. Persetujuan MKN diperlukan karena jika tidak ada persetujuan
MKN, Notaris dikatakan membocorkan rahasia jabatan Notaris dan
atau memberikan/memperlihatkan isi akta dan ada para pihak yang
20Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab III,Pasal 16 danPasal 17 tentang Kewajiban
dan LaranganNotaris.
21Pasal 50 KUH Pidana
22Pasal 54 UU No. 2 Tahun 2014
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dirugikan karena itu, maka Notaris tersebut dapat digugat.
Berdasarkan Pasal 322 ayat (1) KUHPidana “barang siapa dengan
sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena
jabatannya atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang
dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan”.
Dalam Permenkumham 03 Tahun 2007 terdapat aturan mengenai
MPD dalam memutus menolak/menyetujui surat dari penyidik,
sudah ada aturan dan sudah ada kriterianya atas hal apa saja yang
ditolak dan disetujui dimana semua terukur dan berdasarkan
pertimbangan hukum dengan jangka waktu paling lama 14 hari,
tidak diputus, maka MPD dianggap menyetujui. Artinya dalam hal
ini MPD berperan dalam hal memfilter apakah dalam akta autentik
tersebut ada unsur pidana atau tidak yang mana dalam hal in objek
pemeriksaan atas akta autentik adalah apa adanya bukan ada
apanya, hal ini agar tercipta unsur keadilan, keseimbangan, dan
kepastian hukum;
c. Profesi Notaris adalah menjalankan sebahagian tugas negara,
khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi
oleh undang-undang, jadi persamaan didepan hukum, dapat
dikesampingkan, kalau bertentangan atau melanggar hal-
hal/ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 28 huruf i Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai
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Hak Asasi Manusia (HAM), yakni menghormati kepentingan orang
lain, kepentingan umum, keamanan negara, moralitas dan
demokrasi.
Dalam hal pemanggilan Notaris yang telah diatur dalam UUJN dan
Nota Kesepahaman, masih terdapat dalam praktik di lapangan
pemanggilan Notaris secara langsung tanpa persetujuan terlebih dahulu
dari Majelis Kehormatan Notaris. Setelah mendapatkan penolakan dari
Notaris yang dipanggil, dengan alasan bahwa pemanggilan Notaris
haruslah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, yang
isinya dapat memberikan persetujuan atau menolak untuk memberikan
persetujuan pemanggilan Notaris.
Salah satu Notaris di kota Medan yakni Nurlinda Simanjorang yang
pernah berurusan dengan pihak kepolisan berkaitan dengan akta yang
dibuatnya menerangkan bahwa dalam hal perlindungan hukum bagi
notaris dalam menggunakan hak ingkar khususnya dalam pemanggilan
pihak kepolisian atau kejaksanan, Majelis Kehormatan Notaris ini tidaklah
banyak memberikan perlindungan bagi para notaris. Perlindungan hukum
bagi notaris sebenarnya diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris
itu sendiri.23 Selanjutnya menurut  beliau pernah menjadi saksi
sehubungan dengan akta autentik yang dibuatnya, pada awalnya beliau
kooperatif dengan polisi dalam pemeriksaan, namun setelah beliau sering
mengikuti seminar dan workshop tentang hak ingkar notaris, maka beliau
23Wawancara dengan Nurlinda Simanjorang, notaris di kota Medan, pada tanggal
13 April 2018
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telah mengerti lebih banyak mengenai hak ingkar, kewajiban ingkar dan
tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan akta autentik yang
dibuatnya.24
Ketika Majelis Kehormatan Notaris tidak mengizinkan seorang
notaris untuk memenuhi panggilan penyidik, penuntut umum atau hakim
dengan alasan notaris yang bersangkutan dalam membuat akta telah
sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar berdasarkan UUJN,
maka untuk notaris yang bersangkutan telah selesai perbuatan hukumnya.
Artinya akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris telah memenuhi
syarat lahir, formal dan materill.25
Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan suatu
perlindungan hukum bagi notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat
independen, karena dalam hal ini keberadaan Majelis Kehormatan Notaris
tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya.
Ada kalanya jika para pihak dalam akta berperkara, mereka
meminta notaris dipanggil untuk menjadi saksi walaupun sudah akta
notaris yang merupakan bukti autentik. Sesuai isi Pasal 1 ayat (1) UUJN
bahwa adalah pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki
kewenangan lainnya berdasarkan UU. Oleh karena itu Notaris diangkat
oleh yang memberi wewenang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan
24Wawancara dengan Nurlinda Simanjorang, notaris di kota Medan, pada tanggal
13 April 2018
25Habib Adjie, 2014, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, Bandung
: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 9
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HAM. Dengan demikian notaris telah menjadi saksi dalam perbuatan
hukum sebagaimana yang dituangkan dalam akta autentik dan yang
dikehendaki pada pihak.
Lain halnya apabila akta yang dijadikan bukti itu diduga palsu
artinya kelihatannya seperti akta notaris, tetapi sebenarnya tidak. Maka
dalam hal ini notaris perlu menjadi saksi, dimana notaris cukup membuat
pernyataan tertuls bahwa akta itu tidak dibuat di hadapannya sehingga
minutanya tidak ada.26
Dalam praktek sekarang ini banyak ditemukan suatu kenyataan,
ketika seorang notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak diizinkan
untuk memenuhi panggilan penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka
(khususnya penyidik dari kepolisian) akan berupaya untuk mencari cara
atau celah lain dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materiil,
dan yang dilakukan oleh penyidik yaitu memanggil saksi-saksi akta atau
membidik saksi-saksi tersebut dalam akhir akta, dengan keterangan yang
dipeoleh dari saksi akta tersebut, dengan harapan dapat memeriksa
notaris yang bersangkutan atau terkadang dibalik para saksi akta terlebih
dahulu, setelah mendapat keterangan dari pada saksi tersebut, kemudian
penyidik akan memanggil notarisnya melalui Majelis Kehormatan
Notaris.27
Dapat dibayangkan tidak akan ada kepastian hukum jika saksi
dalam akta notaris diperlakukan seperti itu dan selama hidupnya saksi
26A. Kohar, Op cit, Hal.72
27Habib Adjie, 2014, Hal. 9-10
142
akta akan dihantui pemanggilan oleh penyidik kapan saja. Tidak menutup
kemungkinan ketika mantan saksi tersebut sudah tua renta serta tanpa
daya dan upaya dipanggil sebagai saksi oleh penyidik.
Secara umum saksi ada 2 (dua), yaitu:
1. Mereka yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-
peristiwa yang jadi persoalan, dan
2. Saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum dilakukan sengaja
tekah diminta untuk menjadi saksi.28
Berdasarkan Pasal 171 HIR bahwa yang diharapkan oleh saksi
adalah apa yang ia lihat, dengan atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap
kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, dan bagaimana ia
sampai mengetahui hal-hal yang diterangkan olenya. Perasaan yang
istimewa yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.
Kedudukan saksi akta notaris berbeda dengan saksi pada
umumnya sebagaimana tersebut di atas. Selain akta notaris atau saksi
pada umumnya merupakan saksi yang mendengar, melihat sendiri stau
peristiwa yang terjadi, misalnya jika terjadi jual beli dan dilakukan
penyerahan uang pembelian dari pembeli kepada penjual, secara fisik
saksi tersebut melihat sendiri  peristiwa tersebut. Akan tetapi, dalam saksi
akta, jika para pembeli telah menyerahkan uang pembelian kepada
penjual yang dilakukan transfer antar bank, yang hanya dapat dibuktikan
dengan bukti transfer kemudian akta jual beli di hadapan notaris, tentu
28A. Kohar, Ibid, Hal. 10
143
pengetahuan saksi pada kedua peristiwa hukum mengenai penyerahan
uang tersebut tidaklah sama.
Saksi selain saksi akta mengetahui betul peristiwa hukum yang
terjadi dalam transaksi tersebut, sedangkan saksi akta tidak tahu apa pun
tentang penyerahan uang tersebut secara fisik. “Kedudukan saksi akta
notaris dalam hal ini merupakan perintah undang-undang (UUJN) untuk
memenuhi syarat formal akta notaris”.29
Saksi akta notaris merupakan para saksi yang ikut di dalam
pembuatan terjadinya akta (instrumen). Maka dari itu saksi akta notaris
disebut saksi instrumentair (instrumental regetulgen). Dengan jalan
membubuhkan tanda tangan mereka, para saksi ini memberikan
kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya
formalitas-formalitas yang diharuskan oleh UUJN yang disebutkan dalam
akta tersebut.30
Salah satu syarat formal akta notaris sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 38 UUJN dan mengenais aksi (saksi instrumentair) ini
ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c UUJN bahwa pada akhir atau
penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi.
Ketika syarat formal ini tidak terpenuhi, akta tersebut terdegradasi
kedudukannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di
bawah tangan (Pasal 1869-1870 KUH Perdata).
29Habib Adjie, 2014, Ibid, Hal. 11
30 Ibid
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Secara keseluruhan akta notaris akan disebut akta notaris lengkap
jika semua syarat formal tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu
syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena
itu ketika notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak diperkenankan
untuk memenuhi penggilan penyidik, yang berarti akta tersebut telah
benar secara hukum. Oleh karenanya penyidik tidak perlu lagi mengambil
tindakan hukum lain yaitu dengan cara memanggil saksi akta untuk
dimintai keterangan. Dari keterangan saksi akta tersebut akan
dikonfrontasikan dengan notarisnya atau sebaliknya saksi akta dipanggil
terlebih dahulu, kemudian dipanggil notarisnya dan nanti dikonfrontasikan
dengan keterangan saksi akta. Cara apapun yang dilakukan tersebut
sudah tidak sesuai dengan UUJN dan hukum kenotariatan Indonesia.
Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung arti
bahwa mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan
karena jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan sehingga orang yang
menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling
menunjang. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya
mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang
dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya untuk membuat akta
sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan
lain (Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN).
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Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e dijelaskan bahwa
kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepetingan semua
pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sudah menjadi kewajiban notaris
untuk mempertahankan rahasia jabatan tersebut karena bagaimana
jadinya notaris akan disebut sebagai jabatan yang dipercaya, apabila
rahasia jabatan kepercayaan tersebut dapat dibongkar oleh penyidik
melalui keterangan saksi akta yang dipanggil oleh penyidik. Bagi notaris
sendiri melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dijatuhi
sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN.
Dengan demikian, ketika notaris tidak diijinkan Majelis Kehormatan
Notaris untuk memenuhi panggilan penyidik, tetapi kemudian penyidik
bertindak memanggil saksi akta notaris, sebenarnya telah terjadi
pembongkaran rahasia jabatan melalui saksi akta. Hal inilah yang tidak
diketahui dan dipahami oleh penyidik yang dapat merusak sendi-sendi
otentitas akta notaris.
Padahal seharusnya sebuah akta notaris tidak boleh diperlakukan
secara parsial di hadapan hukum, tetapi harus dipahami secara
menyeluruh (holistic-integral) mulai dari awal akta sampai akhir akta. Atau
dengan kata lain pemanggilan saksi akta membuktikan ketidakmampuan
pihak-pihak tertentu dalam memahami akta notaris, atau pemanggilan
saksi akta yang tersebut dalam akhir akta merupakan suatu
penyimpangan dan kesalahpahaman dan tidak perlu dilakukan dan telah
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terjadi pembongkaran rahasia melalui pemanggilan dan keterangan dari
saksi akta.
Sampai saat ini dalam praktek sering ditemukan Notaris yang
dipanggil sebagai saksi tanpa melalui persetujuan Majelis Kehormatan
Notaris (MKN), hal ini terjadi karena 2 faktor, yaitu:
a. Para penegak hukum masih menggunakan payung hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012; dan
b. Peraturan pelaksana untuk pembentukan MKN sudah dibentuk
dan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Majelis Kehormatan Notaris, tetapi pelaksanaannya baru ada di
pusat, sedangkan untuk di daerah belum terlaksana, sehingga
pemanggilan Notaris tetap secara langsung tanpa melalui izin
dari MKN.31
Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam
Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah
memberikan harapan mengenai seharusnya seperti apa notaris dan akta
notaris dinilai oleh institusi yang memahami dan mengerti notaris. Tentu
saja dalam melakukan pemeriksaan notaris atas permintaan penyidik,
penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan, Majelis
Kehormatan Notaris akan bersidang dan menilai tindakan notaris dan
31Wawancara dengan Notaris Syafnil Gani, Notraris di Kota Medan, pada tanggal
10 April 2018
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akta notaris yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang Jabatan
Notaris dan hukum kenotariatan Indonesia.
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BAB  IV
HAMBATAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN TANGGUNG
JAWABNYA BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN INGKAR
DALAM PERKARA HUKUM
A. Hambatan yang Dihadapi Notaris Dalam Melaksanakan Kewajiban
Ingkar Dalam Perkara Hukum
Sebagaimana diketahui bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-
undang lainnya. Keberadaan Profesi Notaris ini dikehendaki oleh suatu
aturan hukum yaitu UUJN (yang selanjutnya akan disingkat dengan UUJN),
dengan tujuan untuk melayani serta membantu masyarakat yang
membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris.
Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagaian fungsi
publik dari negara. Tugas kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum
hanyalah:
a. Merekam,
b. Mengkonstantir atau merelateer secara tertulis dan autentik dari
perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan
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Notaris tidak berada di dalamnya, artinya yang melakukan perbuatan
hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terkait
dalam dan oleh isi perjanjian, adalah mereka pihak-pihak yang
berkepentingan dalam hal terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta
autentik itu berada pada pihak-pihak.
Melalui UUJN, negara mewajibkan seorang Pejabat Notaris untuk
merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna
pembuatan akta. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta ini membuat
Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, memberitahukan bahwa
isi akta, grosse akta, dan salinan akta ataupun kutipan akta, kepada orang
yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang
memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan.
Akan tetapi dalam prakteknya terdapat kendala-kendala yang dihadapi
Notaris dalam mempertahankan hak Notaris ini terutama pada saat adanya
pemanggilan dari pihak kepolisan, jaksa atau hakim. Dari penelitian yang
telah dilakukan melalui kuisioner, hambatan yang dihadapi notaris dalam
mempertahankan hak ingkarnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Hambatan Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris
No Hambatan pelaksaan hak ingkar Jumlah
1. Kurangnya pengetahuan notaris akan hak
ingkar
12
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2. Notaris merasa terintimdasi atas
pertanyan-pertanyaan polisi atau jaksa
padahal notaris bertindak sebagai saksi
4
3. Majelis Kehormatan tidak memberikan
perlindungan hukum.
4
Dari 20 (dua puluh) orang notaris yang dijadikan sample 12 orang
menyatakan bahwa hambatan pelaksanaan hak ingkar notaris ini karena
kurangnya pengetahuan notaris akan hak imgkar ini. Pada umumnya notaris
lebih memilih bekerjasama dengan pihak penyidik atau jaksa dalam
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya. Bahkan ada
beberapa yang memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya. Hal ini
tentu mencederai keontentikan akta yang dibuat notaris tersebut juga
sumpah jabatan yang telah diucapkannya.
Sebanyak 4 (empat) orang notaris menyatakan hambatan dalam
pelaksanaan hak ingkar ini oleh karena Notaris merasa terintimdasi atas
pertanyaan-pertanyaan polisi atau jaksa padahal dalam hal ini notaris
bertindak sebagai saksi bukan tersangka. Pada umumnya dalam melakukan
interogasi dengan notaris sebagai saksi penyidik atau jaksa sering memberi
berbagai banyak pertanyaan. Dengan banyaknya pertanyaan tersebut pada
akhirnya notaris memberitahukan isi akta yang dipertanyakan oleh penyidik
jaksa.
Sebanyak 4 (empat) orang notaris menyatakan Majelis Kehormatan
tidak memberikan perlindungan hukum. UUJN tidak mengatur secara khusus
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menganai perlindungan hukum bagi notaris dalam proses pemeriksaan
terkait pemalsuan akta, seharusnya ketika notaris diperiksa dalam perkara
pidana berdasarkan Pasal 66 UUJN harus mendapat persetujuan dari majelis
kehormatan tetapi pada kenyataannya tidak dilakuan, notaris langsung saja
dipanggil oleh penyidik dan diperiksa. Kemudian pada saat dalam proses
pemeriksaan majelis kehormatan tidak memberikan perlindungan hukum bagi
notaris dalam kasus pidana. Tidak hanya itu dalam UUJN juga tidak diatur
mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah
dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.
B. Perlindungan Hukum yang Diberikan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Kewajiban
Ingkarnya
Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia
mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang
diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang
memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan
keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan
seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal
4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUUJN. Jika ternyata Notaris
sebagai saksi atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh
Majelis Kehormatan Notaris membuka rahasia dan memberikan
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keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan
undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang
merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan atas
Notaris tersebut, tindakan Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat
(1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban
untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata)
Notaris dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan
kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk
merahasiakannya (Pasal 1909 ayat (3) BW).
Notaris dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Notaris diawasi
dan dibina oleh Organisasi Notaris. Organisasi Notaris tersebut tergabung
dalam satu wadah yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris
dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan
aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun
Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris. Jika melihat dari tugas dan
tanggung jawab Notaris sebagai sebuah Profesi pejabat umum pembuat akta
autentik. Dimungkinkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai
Notaris, bisa saja Notaris sewaktu-waktu dipanggil oleh penegak hukum
maupun terjadi pelanggaran hukum pidana dilakukan Notaris ketika
melaksanakan jabatanya sebagai Notaris. Hal ini disebabkan notaris bisa
saja menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.
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Pelanggaran hukum Pidana yang dimaksud saat menjalankan tugas
dan Jabatannya sebagai Notaris adalah membuat surat palsu atau
memalsukan surat dalam akta autentik yang dibuat Notaris. Disamping itu
juga memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik yang dibuat
Notaris. Sedangkan mengenai Notaris bisa dipanggil sewaktu-waktu oleh
penegak hukum adalah Notaris menjadi saksi terhadap setiap permasalahan
hukum yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya.1
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada
pasal 66 sebelum adanya Judicial Rieview ke Mahkamah Konstitusi, pada
pasal 66 ayat (1) menyatakan ketika Notaris dipanggil untuk proses peradilan
oleh penyidik, penuntut umum atau hakim maka harus dengan mendapat
persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Namun dalam Undang-undang
pasal 66 ayat 1 Nomor 2 tahun 2014 harus mendapat persetujuan dari
Majelis Kehormatan Notaris. Baik dalam Undang-undang yang lama ( UU
Nomor 30 Tahun 2004) maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
munculnya kembali prasa pasal 66 memberikan suatu ruang bahwa Notaris
yang ingin diperiksa oleh pihak Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim harus
1Herdy Laban Nariwo Pihang, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam
Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga
Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris”,
diakses tanggal 5 Maret 2018, (https://media.neliti.com/media/publications)
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mendapat persetujuan dari lembaga yang ada di Organisasi Notaris yang
diberi wewenang oleh Undang-undang.
Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk melaksanakan sebagian
tugas negara di bidang hukum perdata, tidak menutup kemungkinan
bersinggungan dengan permasalahan hukum, meskipun sudah berhati-hati
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum
tersebut dapat membawanya sampai pada tahap pemeriksaan oleh aparat
penegak hukum, baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim demi
untuk kepentingan proses peradilan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum tersebut berkaitan dengan akta autentik yang dibuat
oleh atau dihadapannya maupun protokol yang berada dalam penyimpanan
Notaris. Aparat penegak hukum selain memerlukan keterangan Notaris, juga
memerlukan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada
minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
Pada dasarnya Notaris dalam menjalankan jabatannya terikat oleh
sumpah jabatan yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang salah
satu isinya adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh
dalam pelaksanaan jabatannya. Pengertian merahasiakan isi akta dan
keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan, tidak hanya untuk
tidak memberitahukan atau membocorkan isi dari akta yang dibuatnya, akan
tetapi termasuk juga tidak memberikan grosse akta, salinan akta atau kutipan
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akta serta tidak memperlihatkan isi akta kepada siapapun sebagaimana yang
diatur di dalam Pasal 54 UUJN, kecuali kepada para pihak yang
berkepentingan terhadap akta tersebut, ahli waris dan para penerima hak dari
akta tersebut. Selain itu Notaris juga mempunyai hak dan kewajiban ingkar
sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 322 KUHP,
Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 KUHPerd, Pasal 146 H.I.R. dan Pasal 89 UU
No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan
sebagai berikut:
Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menegaskan, Dalam menjalankan
jabatannya, Notaris berkewajiban: merahasiakan segala sesuatu mengenai
akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan
akta sesuai dengan sumpah/janji, kecuali undang-undang menentukan lain;
Dan di dalam Pasal 322 KUHP menegaskan bahwa:
(1) Paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan
ribu rupiah. Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib
disimpan karena jabatan atau mata pencahariannya, baik yang sekarang
maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara;
(2) Apabila kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan
itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.
Pasal 170 KUHAP menegaskan bahwa: 1. Mereka yang karena
pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia,
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dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai
saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka; 2. Hakim
menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
Pasal 1909 KUHPerdata dan 146 H.I.R., Semua orang yang cakap
untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun
dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian:
pertama, Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis
ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
kedua, Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak
terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami
atau istri salah satu pihak; ketiga, Siapa saja yang karena kedudukannya,
pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk
merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan
kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.
Pasal 89 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara menegaskan bahwa: pertama, Orang yang dapat minta pengunduran
diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah: Saudara laki-laki dan
perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak; Setiap orang yang
karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala
sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu;
kedua, Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala
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sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan kepada
pertimbangan hakim.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas, hal yang
paling utama bagi Notaris yang karena pekerjaan, harkat martabat atau
jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia yang dikenal dengan sebutan
kewajiban ingkar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Notaris tidak memiliki
kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni yang berkaitan dengan isi akta
dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.
Jabatan Notaris merupakan jabatan yang didasarkan pada suatu
kepercayaan atau vertrouwen ambt, oleh karena itu seseorang bersedia
mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan atau
vertrouwen persoon. Notaris selaku jabatan kepercayaan atau vertrouwen
ambt mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang
diberitahukan kepadanya selaku Notaris, walaupun terhadap hal-hal yang
tidak dicantumkan di dalam akta yang dibuatnya. Apabila hal tersebut
dilanggar oleh Notaris, maka ia akan kehilangan kepercayaan publik dan
tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan atau vertrouwen ambt.
Fitrizki Utami dalam Diserttasinya yang dikutip oleh Firman Floranta
Adonara dalan Jurnal Perspektif menyatakan bahwa “Adanya arus
modernisasi dan globalisasi yang melanda Indonesia akan membawa
lembaga-lembaga hukum baru di bidang perekonomian dan perdagangan.
158
Notaris sebagai suatu profesi yang diangkat oleh negara untuk
melaksanakan alat bukti berupa akta autentik, diharapkan selalu berpegang
teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai kepercayaan dan
terhormat”2. Sedangkan menurut Soegondo Notodisoerjo bahwa “Menurut
sejarah profesi maupun kenyataannya, Notaris merupakan orang yang
menjadi kepercayaan masyarakat, karena itu kedudukannya harus dijunjung
tinggi.”3 Untuk melindungi unsur kepercayaan masyarakat kepada Notaris,
sebagaimana profesinya lain bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk
merahasiakan informasi yang diperoleh kliennya.
Pasal 66 ayat (1) UUJN menyatakan, Untuk kepentingan proses
peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis
Kehormatan Notaris berwenang: Mengambil minuta akta dan/atau surat-surat
yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan
Notaris; dan Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris.
Keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN adalah upaya untuk menegakkan
pelaksanaan kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris, dimana persetujuan
Majelis Kehormatan Notaris merupakan kunci pembuka Kewajiban Ingkar
2Firman Floranta Adonara, 2016, “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam
Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris”, Jurnal Hukum Perspektif, Vol. XXI, No.
1, Edisi Januari, Hal. 55
3Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan,
Jakarta : RajaGrafindo Persada, Hal. 46
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dan Hak Ingkar Notaris. Setelah menerima permohonan dari kepolisian,
penuntut umum atau hakim pengadilan untuk menghadirkan Notaris dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol
Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris akan
memanggil Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa, apakah ada
relevansinya untuk menghadirkan Notaris dalam proses pemeriksaan di
muka pengadilan, sehubungan dengan akta yang dibuatnya, dimana oleh
salah satu pihak atau lebih dipergunakan suatu akta Notaris sebagai alat
bukti. Apabila menurut pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris setelah
memeriksa Notaris yang bersangkutan, kehadiran Notaris di persidangan
diperlukan, maka Majelis Kehormatan Notaris akan memberikan surat
persetujuan kepada pemohon yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,
sebaliknya apabila menurut pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris
kehadiran Notaris di persidangan tidak diperlukan karena tidak ada
relevansinya dengan akta yang dibuat, yang dijadikan bukti, maka Majelis
Kehormatan Notaris akan menolak permohonan dari kepolisian, kejaksaan
atau pengadilan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Pengaturan mengenai kewajiban merahasiakan akta yang diperbuat oleh
atau di hadapan Notaris ketika akta tersebut diduga mengandung tindak
pidana mengacu kepada (Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1)
huruf e UUJN) dimana Notaris harus merahasiakan isi akta dan
keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Selain itu
juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku keempat
Pasal 1909 ayat (3) huruf e serta diatur juga dalam Kode Etik  Notaris
pada pasal 4 ayat (15) huruf c.
2. Perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan kewajiban ingkar
dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN
yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Majelis Kehormatan
Notaris unuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pihak
penyidik atau jaksa dalam pemeriksaaan notaris. Sehingga dengan
demikian penyidik ataupun jaksa harus mengajukan permohonan untuk
meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris sebelum
diperiksa.
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3. Hambatan Notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya berkaitan
dengan kewajiban ingkar dan hak ingkar dalam perkara pidana ada 3
(tiga) yaitu:
a. Kurangnya pengetahuan notaris akan kewajiban ingkar
b. Notaris merasa terintimdasi atas pertanyan-pertanyaan polisi atau
jaksa
c. Majelis Kehormatan tidak memberikan perlindungan hukum
B. SARAN
Dari  kesimpulan di atas penulis ingin menyarankan beberapa hal :
1. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses
peradilan pidana, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses
peradilan pidana hendaknya menghormati hak ingkar Notaris yang telah
dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
2. Penyidik hukum harus menghormati keputusan yang dikeluarkan
berkaitan dengan pemanggilan notaris karena sebelum MKN
mengeluarkan keputusan boleh tidaknya notaris memenuhi panggilan
penyidik, MKN telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap
notaris.
3. Para notaris disarankan untuk selalu mengikuti seminar ataau
sosialisasi hak dan kewajiban ingkar notaris ini sehingga meraka
mengetahui dan memahaminya dengan baik sehingga keontentikan
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akta yang dibuat dapat dirahasiakan. Dengan demikian masyarakat
tidak ragu atas kerahasiaan akta yang meraka buat di hadapan atau
oleh notaris.
